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ABSTRAK

HYBRID CONTRACT DALAM PELAKSANAAN GADAI EMAS
(Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro)

Oleh
SEDHA AFTIA NENGRUM

Hybrid Contract dimaknai sebagai kontrak yang dibentuk oleh kontrak
yang beragam, dalam Bahasa Indonesia disebut dengan multiakad. Multiakad
berarti banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; berlipat ganda. Sementara gadai
emas adalah fasilitas pembiayaan pada perbankan syariah dengan cara
memberikan hutang kepada nasabah dengan jaminan berupa emas. Bank
mendapatkan ujrah atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas dengan
ketentuan besarnya ujrah tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
Dalam hal ini praktik gadai emas yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Metro menggunakan akad yang lebih dari satu. Selanjutnya pada faktanya
praktik penentuan biaya ujrah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro
ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, sehingga peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “Hybrid Contract dalam Pelaksanaan Gadai
Emas (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik hybrid contract dalam
pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro. Jenis
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research atau
penelitian lapangan. sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif yaitu menggambarkan secara sistematis fakta penerapan hybrid contract
dalam pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro.
Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan
dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada karyawan divisi gadai dan kepala
cabang Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro, sedangkan dokumentasi
diambil dari data-data, buku, internet, dan media yang berhubungan dengan fokus
penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik penentuan biaya penyimpanan dan

pemeliharaan barang gadai oleh pihak bank ditentukan berdasarkan jumlah
pinjaman. Hal tersebut tidak sesuai dengan Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/111/2002
tentang Rahn. Peneliti menilai bahwa praktik tersebut adalah praktik yang
dilarang karena melanggar ketentuan yang terdapat pada Fatwa. Selanjutnya
praktik hybrid contract dalam pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Metro menggabungkan akad tabarru’ dengan akad mu’awadhah
yang dilarang oleh syariat Islam, sementara penandatanganan akad pada Surat
Bukti Gadai Emas (SBGE) tidak dilakukan secara terpisah. Peneliti menilai bahwa
hal tersebut sebagai praktik hybrid contract yang dilarang.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sosial manusia yang satu dengan manusia lainnya
berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kegiatan
bermu’amalah. Bermu’amalah adalah suatu bentuk kegiatan yang
menunjukkan bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri
tanpa bantuan dari orang lain. Oleh sebab itu Allah SWT menganjurkan untuk
saling tolong-menolong sesama manusia. Akad merupakan suatu bentuk
perjanjian yang mengikat para pihak-pihak yang melakukan kegiatan
mu’amalah.

Hybrid contract dimaknai secara harfiah sebagai kontrak yang
dibentuk oleh kontrak yang beragam. Sementara hybrid contract dalam
bahasa Indonesia disebut dengan multiakad. Kata “multi” dalam Bahasa
Indonesia berarti banyak lebih dari satu; lebih dari dua; berlipat ganda.
Dengan demikian, multiakad berarti akad ganda atau akad yang banyak, lebih
dari satu.”

Para ulama memperbolehkan multiakad dengan batasan-batasan yang
tidak boleh dilewati. Karena, batasan ini yang menjadi status multiakad
manakah yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Secara umum, ada

lima batasan yang disepakati oleh para ulama yaitu sebagai berikut: 1)

2 Deva Rando, Tinjauan Imam Abu Hanifah terhadap Praktek Hybrid Contract dalam
Produk Pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo, Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah Vol. 2
No. 1, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2016), h. 250



multiakad tidak dilarang oleh nash agama. Artinya, multiakad tidak boleh
secara teks dilarang oleh dalil syara’; 2) multiakad tidak terdiri dari akad-akad
yang bertolak belakang atau berlawanan; 3) multiakad tidak sebagai perantara
untuk menghalalkan sesuatu yang haram; 4) multiakad bukan gabungan
antara jenis akad mu’awadhah (komersil) dan akad tabarru’ (sosial); 5)
multiakad tidak terjerumus ke dalam hal yang haram.’

Pada dunia perbankan, khususnya bank syariah melahirkan beberapa
produk-produk bank sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
salah satunya ialah gadai. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional
Nomor : 25/DSN-MUI/111/2002 tentang Rahn bahwa hukum gadai (rahn)
diperbolehkan namun harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan
yang telah diatur dalam prinsip syariah.*

Dikarenakan aktivitas bank dalam menyalurkan dana ialah
memberikan pinjaman kepada masyarakat. Maka dalam menjalankan
aktivitasnya lembaga keuangan bank dalam hal ini adalah Bank Syariah
Mandiri memberikan fasilitas pembiayaan gadai dengan agunan berupa emas.
Untuk merespon hal tersebut maka, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor :
26/DSN-MUI/111/2002 tentang Rahn Emas menetapkan ketentuan-ketentuan
salah satunya ialah biaya penyimpanan barang berupa emas dilakukan

berdasarkan akad ijarah. Ketentuan mengenai besar biaya pemeliharaan dan

® Abbas Arfan, Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-
Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori dan Batasan Multiakad Al ‘Imrani, Ulul Albab Vol. 18
No. 2, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), h.275

* https://dsnmui.or.id/fatwa/rahn/ diunduh pada 25 Oktober 2018



https://dsnmui.or.id/fatwa/rahn/

penyimpanan (barang gadai) marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan
jumlah pinjaman.’

Pada produk perbankan pembiayaan gadai emas, akad yang digunakan
terdiri dari tiga akad. Ketiga akad tersebut merupakan hybrid contract atau
multiakad. Akad-akad tersebut ialah gardh, rahn dan ijarah. Akad gardh dan
rahn merupakan jenis akad tabarru’ yang bersifat tolong-menolong.
Sedangkan akad ijarah termasuk dalam jenis akad mu awadah yang bersifat
lebih kepada memperoleh keuntungan. Ketiga akad tersebut dalam draft
(klausul) perjanjian gardh beragunan emas ditanda tangani secara terpisah
antara akad rabarru’ dengan akad mu’awadah agar terhindar dari gharar dan
jahalah sehingga produk gardh beragunan emas tidak termasuk dalam
kategori hybrid contract dalam jual beli dan pinjaman.®

Menurut survei yang peneliti lakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Metro akad yang digunakan dalam produk pembiayaan gadai emas
menggunakan hybrid contract atau multiakad diantaranya ialah gardh, rahn,
dan ijarah. Persoalan mengenai akad dalam prinsip syariah menyatakan
bahwa tidak membolehkan adanya dua akad dalam satu transaksi. Pada
pelaksanaannya ketiga akad tersebut memiliki fungsi masing-masing; pertama
akad gardh untuk pengikatan pinjaman uang yang disediakan oleh Bank
Syariah Mandiri, kedua akad rahn untuk pengikatan emas sebagai jaminan

atas uang, ketiga akad ijarah untuk pengikatan jasa simpanan dan

% Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, (Jakarta: Erlangga,
2014), h.148

® Muhammad Hatta Satria, Akad Hybrid pada Produk Beragunan Emas, Jurnal Hukum
dan Syariah Vol. 7, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2016), h.136



pemeliharaan atas jaminan berupa emas. Ketentuan penggunaan akad yang
berlaku ialah berdasarkan kebijakan pimpinan pusat Bank Syariah Mandiri
sehingga untuk perjanjian akad yang dilakukan antara nasabah dan pihak
bank pada SBGE (Surat Bukti Gadai Emas) telah disediakan oleh Bank
Syariah Mandiri. Kemudian dalam pelaksanaan penandatanganan perjanjian
akad yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak bank pada SBGE (Surat
Bukti Gadai Emas) tidak dilakukan secara terpisah antara akad gardh, rahn,
dan ijarah.’

Fakta selanjutnya yakni mengenai besar biaya pemeliharaan dan
penyimpanan marhun (barang gadai) di Bank Syariah Mandiri ditentukan
berdasarkan jumlah pinjaman. Semakin besar jumlah pinjaman yang diajukan
oleh nasabah maka besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai
berupa emas semakin besar.?

Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada praktik hybrid contract
dalam pelaksanaan gadai emas tersebut maka, peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul Hybrid Contract dalam Pelaksanaan

Gadai Emas (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro).

Pertanyaan Penelitian
Mengacu pada latar belakang masalah diatas maka, pertanyaan
penelitian adalah bagaimana praktik hybrid contract dalam pelaksanaan gadai

emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro?.

" AH, Pawning Officer, wawancara pada Jum’at 11 Mei 2018
® RW, Pawning Staff, wawancara pada Selasa 11 Desember 2018



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut maka tujuan
penelitian adalah untuk mengetahui praktik hybrid contract dalam
pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro.
2. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian yang dikemukakan yakni penelitian yang
dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan secara teoritis maupun
secara praktis.® Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara
teoritis maupun praktis ketika penelitian dapat dilaksanakan dan dapat
menjawab permasalahan dengan baik.
a. Manfaat Teoritis
Menambah khazanah keilmuan perbankan syariah terutama
dalam produk bank syariah yang berkaitan dengan gadai emas.
b. Manfaat Praktis
Penelitian ini memberikan kontribusi bagi lembaga keuangan
bank mengenai sistem pelaksanaan gadai emas serta, menjadi bahan
referensi bagi praktisi perbankan tentang pelaksanaan gadai emas

yang sesuai syariah.

D. Penelitian Relevan
Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian

terdahulu (prior research) tentang persoalan yang akan dikaji dalam

% Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016), h.27



penelitian. Peneliti mengemukakan dan mengajukan dengan tegas bahwa
masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya.’® Untuk itu
tinjauan Kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian
ini, sehingga dapat ditentukan di mana posisi penelitian yang akan dilakukan
tersebut berbeda. Selanjutnya untuk menghindari kesamaan pada penelitian
ini maka perlu melihat penelitian terdahulu diantaranya yaitu :

Menurut Dedy Purwanto dalam skripsinya yang berjudul “Analisis
Hybrid Contract di Bank Syariah Mandiri Surabaya Menurut Pandangan
Empat Madzhab ”. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2012. Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan di Bank Syariah Mandiri Surabaya, bahwasanya di dalam
pembiayaan gadai sebagai hybrid contract terdapat tiga akad yaitu qard,
rahn, dan ijarah. Pertama, akad gard untuk memberikan pembiayaan kepada
rahin. Kedua, akad rahn untuk menjamin pelunasan hutang maka rahin
mengikatkan diri dengan memberikan jaminan dengan prinsip gadai. Ketiga,
akad ijarah merupakan akad yang digunakan untuk jasa penyimpanan emas
dengan ketentuan rahin membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan
emas (ujrah). Menurut empat madzhab, semua rukun dan syarat serta
prosedur yang terdapat dalam ketentuan hukum islam telah terpenuhi dalam
praktik gadai emas di Bank Syariah Mandiri tersebut. Jadi, dalam pandangan

hukum Islam praktik tersebut telah sah dan boleh dilakukan.™

19 pedoman Skripsi , (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Edisi Revisi, 2018), h.25

! Dedy Purwanto, Analisis Hybrid Contract di Bank Syariah Mandiri Surabaya Menurut
Pandangan Empat Madzhab, Skripsi, (Surabaya: Jurusan Muamallah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Sunan Ampel), 2012



Menurut Linda Wahyu Mey Saroh dalam skripsinya yang berjudul
“Penerapan Multiakad dalam Produk Pembiayaan Multijasa di BPRS Mitra
Harmoni Malang Tinjauan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang ”. Jurusan
Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan di BPRS Mitra Harmoni Malang, bahwasanya penerapan multiakad
pada produk pembiayaan multijasa menggunakan dua akad yaitu akad ijarah
dan wakalah. Akad ijarah merupakan jenis akad multijasa, diberikan sebagai
ketentuan ujrah yang diterima oleh BPRS Mitra Harmoni Malang dan akad
wakalah sebagai bentuk pemberian kuasa kepada nsabah untuk melakukan
pembiayaan yang dibutuhkan. Penerapan multiakad yang dilakukan oleh
BPRS Mitra Harmoni Malang tidak dibenarkan oleh Majelis Ulama Indonesia
Kota Malang, karena dasar segala bentuk operasional perbankan syariah
harus sesuai dengan Fatwa DSN-MUI menggunakan akad ijarah. Namun
penerapan tidak dijalankan oleh BPRS Mitra Harmoni dikarenakan
bertambahnya akad wakalah.*?

Menurut Desy Purwanti dalam Tugas Akhir yang berjudul
“Implementasi Akad Qard dalam rangka Rahn dan ljarah pada Pembiayaan
Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto ”. Program
Diploma Ill Manajemen Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2017. Berdasarkan

2 Linda Wahyu Mey Saroh, “Penerapan Multiakad dalam Produk Pembiayaan
Multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang Tinjauan Majelis Ulama
Indonesia Kota Malang, Skripsi, (Malang: Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), 2017



hasil penelitian yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang
Purwokerto, bahwasanya pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Purwokerto menggunakan akad rangkap (uqud murakkabah,
multiakad, hybrid contract), yaitu gabungan akad “qard dalam rangka rahn”
dan akad ijarah. Yang sesungguhnya kedua akad ini merupakan multiakad
mutanagidhah yang dilarang oleh syariat Islam, yaitu gabungan akad
tabarru” dengan akad tijarah, karena bertentangan dengan hadis Nabi yang
diriwayatkan dari Amru bin Syu“aib bahwa Nabi melarang menggabungkan
antara akad jual beli dan akad gard (HR. Ahmad). Maka menurut Desy
Purwanti implementasi Akad gard dalam rangka rahn dan ijarah pada
Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang
Purwokerto tidak diperbolehkan berdasarkan hadis tersebut.*®

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yang
telah dipaparkan di atas yaitu dalam penelitian ini menekankan tentang
bagaimana praktik hybrid contract dalam pelaksanaan gadai emas di Bank
Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro dilihat dari fakta-fakta yang terjadi
yaitu penandatanganan akad pada SBGE (Surat Bukti Gadai Emas) tidak
dilakukan secara terpisah antara akad yang satu dengan akad yang lain.
Sementara akad-akad yang tergabung dalam pembiayaan gadai emas di Bank
Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro adalah gabungan akad Muawadhah

dan Tabarru’ yang merupakan akad yang berlawanan. Serta mengenai besar

3 Desy Purwanti, Implementasi Akad Qard dalam rangka Rahn dan ljarah pada
Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto, Tugas Akhir,
(Purwokerto: Program Diploma Il Manajemen Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto), 2017



biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun (barang gadai) berdasarkan
akad ijarah bahwasanya besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun

ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
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A. Hybrid Contract
1. Pengertian Hybrid Contract

Pada prinsip mu’amalah umat Islam boleh melakukan segala
sesuatu yang berkaitan dengan mu’amalah selama tidak ada dalil yang
melarangnya. Dalam perkembangannya, dunia perbankan memiliki produk
gadai syariah yang memiliki kesulitan dalam menerapkan produknya.
Kesulitan tersebut disebabkan karena perlunya akad yang lebih dari satu
(multiakad).

Multiakad dalam Bahasa Inggris disebut dengan hybrid contract.
Akad hibrid ini adalah bentuk akad yang tidak bernama (al-uqud ghairu
musamma) yang merupakan hasil gabungan akad-akad yang sudah ada
sebelumnya yang kemudian di gabungkan menjadi satu sehingga menjadi
akad terpadu. Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu mengakomodir
transaksi keuangan pada saat ini yang sifatnya selalu bergerak mengikuti
industri keuangan baik nasional maupun internasional.

Transaksi multiakad termasuk uqud mustadsah/uqud ghairi
musamah adalah akad-akad kontemporer yang belum ada dan belum
dijelaskan dalam Kkitab-kitab turats. Di antara karakteristik multiakad

adalah pelaku akadnya adalah sama, objek akadnya adalah sama, pengaruh

! Muhammad Hatta Satria, Akad Hybrid pada Produk Beragunan Emas, Jurnal Hukum
dan Syariah Vol. 7 No. 2, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2016), h. 130
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akadnya adalah sama, pengaruh dari satu akad, ada ta allug/muwatga’ah
(saling memahami) antara dua akad tersebut. Dari karakteristik tersebut
maka multiakad adalah beberapa akad yang didesain menjadi satu paket
akad yang memiliki tahapan-tahapan dan bagian-bagian akad.?

Hybrid Contract atau multiakad dimaknai secara harfiah sebagai
kontrak yang dibentuk oleh kontrak yang beragam. Sementara hybrid
contract atau multiakad dalam bahasa Indonesia disebut dengan multiakad.
Kata “multi” dalam bahasa Indonesia berarti banyak lebih dari satu; lebih
dari dua; berlipat ganda. Dengan demikian, multiakad berarti akad ganda
atau akad yang banyak, lebih dari satu.

Menurut istilah fikih, kata multiakad merupakan terjemahan dari
kata yaitu al-uqud al-murakkabah yang berarti akad ganda (rangkap). Al-
uqud al-murakkabah terdiri dari kata a/ ‘uqud (bentuk jamak dari ‘aqd)
dan al-murakkabah. Kata ‘agd sendiri secara etimologi artiya
mengokohkan, meratifikasi, dan mengadakan perjanjian. Sedangkan secara
terminologi ‘aqd berarti mengadakan suatu perjanjian atau ikatan yang
mengakibatkan munculnya kewajiban.’

Al-uqud al-murakkabah adalah kesepakatan dua pihak untuk
melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, sehingga

semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak

2 Oni Sahroni Dan M Hasanudin, Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan
Impelentasinya Dalam Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 201

® Deva Rando, Tinjauan Imam Abu Hanifah terhadap Praktek Hybrid Contract dalam
Produk Pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo, Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah Vol. 2
No. 1, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2016), h. 250
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dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang
tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.’

Berdasarkan definisi-definisi hybrid contract atau multiakad yang
telah dipaparkan di atas dapat dimaknai bahwa hybrid contract atau
multiakad adalah suatu perjanjian akad yang terdiri dari beberapa akad
yang digabung menjadi satu dengan tujuan untuk memenuhi suatu hak dan
kewajiban yang menjadi satu kesatuan dalam hal bermu’amalah yang
dilakukan oleh dua pihak.
Dasar Hukum Hybrid Contract

Dasar hukum hybrid contract di perbolehkan berdasarkan ayat Al-
Qur’an, hadist, dan ijtihad para ulama.
a. Ayat Al- Qur’an

Dasar hukum yang terdapat pada kitab Al-Qur’an yakni yang
pertama surat An-Nisa ayat 29:°

-
~
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),
kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di
antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah
Maha Penyayang kepadamu.”
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* Ali Amin Isfandiar, Analisis Figh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan

Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Penelitian VVol. 10 No. 2, (STAIN
Pekalongan, 2013), h. 214

h.

65

® Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2009),
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Dasar hukum yang kedua yaitu terdapat dalam dalam Surat Al-

Maidah ayat 1:°

o5l dg o2 BT 5,00 LT e sl e
- _z7? 3 &@;) ,;“, > aT @ P . 3 T Zss .

ue&;aﬂ\u\g(v}ﬁ\jw\&ﬂr&*\&a““
Oy

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-
janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan
kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang
berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum
sesuai dengan yang Dia kehendaki. ”

b. Kaidah Figih

Pada prinsipnya, multiakad dibolehkan dalam fikih Islam jika
memenuhi syarat-syaratnya karena beberapa alasan sebagai berikut:’

1) Tidak ada dalil yang melarang uqud mustahdatsah sesuai dengan

dalil:

o o% 0% &

a2 e s 3% 3Ty syt couddl o el

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

2) Magashid disyaratkannya akad-akad tersebut adalah memperjelas
hak dan kewajiban para pihak akad, sehingga setiap pihak
mendapatkan haknya tanpa didzalimi. Nash-nash Al-Qur’an dan Al
Hadis menyebutkan beberapa akad-akad seperti jual beli, rahn dan

lain-lain, kemudian para ulama menjelaskan rukun, syarat dan

® Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2009),
h. 84
” Oni Sahroni Dan M Hasanudin, Fikih Muamalah., h. 202
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ketentuan hukum akad-akad tersebut. Akad yang disebutkan dalam
nash dan kitab turats itu adalah transaksi yang muncul sesuai
dengan hajat masyarakat. Jika masyarakat membutuhkan akad baru
untuk memenuhi hajatnya, maka berarti dibolehkan selama tidak
melanggar ketentuan pokok (tsawabit) dalam masalah mu’amalat,
diantaranya wudhuh, adil dan tidak ada dalil yang melanggar.®
c. ljtihad Ulama
Jumhur ulama menegaskan bahwa jika setiap unsur akad yang
ada dalam multiakad itu hukumnya sah, maka gabungan akad tersebut
itu sah juga (qiyas al-majmu’ ‘ala ahadiha). Ulama Hanabilah dan
Syafi’iyah membolehkan multiakad sebagaimana Ibnul Qayyim
mengatakan, yang artinya: “Pada prinsipnya, setiap akad dan syarat
yang disepakati dalam akad itu hukumnya sah kecuali akad dan syarat
yang dilarang syara’. Inilah pendapat yang benar”.’

Pada pembahasan lain mengenai mutiakad, status hukum multiakad
belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang
membangunnya, seperti contoh akad bai’ dan salaf yang secara jelas
dinyatakan keharamannya oleh Nabi Saw. tetapi jika kedua akad itu berdiri
sendiri-sendiri maka baik akad bai’ atau salaf diperbolehkan. Artinya,
hukum multiakad tidak bisa dlihat semata dari hukum akad-akad yang
membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh

ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram jika akad-akad itu terhimpun

® 1bid., h. 203
% Ibid., h. 204
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dalam satu transaksi. Meski ada multiakad yang diharamkan, namun
prinsip multiakad ini adalah boleh dan hukum multiakad digiyaskan
dengan hukum akad yang membangunnya, artinya setiap muamalat yang
menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang
membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini berlaku umum, sedangkan
beberapa hadis nabi dan nash-nash lain yang mengharamkan multiakad
adalah ketentuan pengecualian. Hukum pengecualian tidak bisa diterapkan
dalam segala bentuk muamalah yang mengandung multiakad.°

Selain ulama Hanabilah dan Syafi’iyah yang membolehkan praktik
multiakad, kalangan Malikiyah dan lbn Taimiyah berpendapat bahwa
multiakad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan
disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama.
Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama
tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.™*

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dapat
dimaknai bahwa hukum hybrid contract diperbolehkan selama tidak ada
dalil yang mengharamkannya. Hukum hybrid contract atau multiakad
ialah diperbolehkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang
agama dan hukumnya sah dikarenakan unsur akad yang di dalamnya juga

sah.

12 Ali Amin Isfandiar, Analisis Figh Muamalah tentang Hybrid Contract., h. 223
Ibid.
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3. Macam-macam Hybrid Contract

Hybrid contract atau multiakad terdiri dari dua jenis yaitu:

a. Multiakad yang menggunakan rangkaian berurutan (akad pertama

diikuti akad kedua dan seterusnya). Dalam multiakad ini, semua rukun
dan syarat harus dipenuhi secara formal dan tertib dan setiap akad
harus ada ijab gabulnya.*?

Multiakad yang tidak menggunakan rangkaian berurutan (akad
pertama dilengkapi dengan akad kedua dan seterusnya). Dalam
multiakad ini, rukun dan syarat setiap akad yang dikandungnya tidak
harus dilakukan secara formal dan tertib, bahkan rukun dari setiap
akadnya dapat digabung dengan sarat tidak ada yang membatalkan satu
sama lain.*®

Menurut Al-‘Imrani macam-macam multiakad terbagi menjadi

lima, yaitu:**

a. Akad bergantung/akad bersyarat (al-'uqud al-mutagabilah). Tagabul

menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika
keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang
dimaksud dengan al-'uqud al-mutagabilah adalah multiakad dalam
bentuk akad kedua merespon akad pertama di mana kesempurnaan akad

pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses

12 Oni Sahroni Dan M Hasanudin, Fikih Muamalah., h. 208
" Ibid., h. 209
 Hasanudin Maulana, Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada

Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, Al-Igtishad Vol. 111 No. 1, (Jakarta: DSN-MUI, 2011),

h. 162
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timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad
lainnya.’®

b. Akad terkumpul (al-‘uqud al-mujtami‘ah). Al-"uqud al-mujtami‘ah
adalah multiakad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad
terhimpun menjadi satu akad. Multiakad yang mujtami‘ah ini dapat
terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum
berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua
akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan
dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu
objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu
yang berbeda.®

c. Akad berlawanan (al- ‘ugud al-mutanagidhah wa al-mutadhadah wa al-
mutanafiyah). Ketiga istilah ini, al-mutanagidhah, al-mutadhadah,
almutanafiyah, memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung
maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung
implikasi yang berbeda. Mutanagidhah mengandung arti berlawanan,
seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi
yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa
sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini

disebut mutanagidhah, saling berlawanan. Dikatakan mutanagidhah

15 1bid.
18 1hid.
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karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung,
melainkan mematahkan.'’

d. Akad berbeda (al-'ugud al-mukhtalifah). Yang dimaksud dengan
multiakad yang mukhtalifah adalah terhimpunnya dua akad atau lebih
yang memiliki perbedaan semua akibat hukum diantara kedua akad itu
atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli
dan sewa. Dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu,
sedangkan dalam jual beli sebaliknya.*®

e. Akad sejenis (al-'uqud al-mutajanisah). Al-"ugqud al-murakkabah
almutajanisah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu
akad, dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat
hukumnya. Multiakad jenis ini dapat terdiri atas satu jenis akad seperti
akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad
jual beli dan sewa menyewa. Multiakad jenis ini dapat pula terbentuk
dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.™

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa terdapat
dua pendapat mengenai macam-macam hybrid contract. Pendapat pertama
menyebutkan ada dua jenis hybrid contract. Dan pendapat selanjutnya
oleh Al-Imrani yang menyebutkan bahwa hybrid contract dibagi menjadi
lima macam. Macam-macam hybrid contract memiliki model yang
berbeda antara hybrid contract yang satu dengan yang lainnya. Untuk

penggunaan hybrid contract dapat disesuaikan dengan kebutuhan

7 1bid., h. 163
18 1bid.
% 1bid., h. 165
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penggunaan akad yang membangun. Hybrid contract yang satu dengan
yang lain dapat menyebabkan hukum yang sama atau berbeda.
4. Penerapan Hybrid Contract pada Perbankan Syariah

Para ulama membolehkan praktik multiakad bukan berarti
membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh
dilewati. Karena batasan tersebut yang menjadi status multiakad yang
manakah yang diperbolehkan dan mana yang dilarang.
a. Batasan-batasan Hybrid Contract

Secara umum, ada lima batasan hybrid contract yang telah
disepakati oleh para ulama yaitu sebagai berikut.

1) Multiakad tidak dilarang nash agama. Artinya, sebuah multiakad
tidak boleh secara teks dilarang oleh dalil syara’. Sebagamana
dalam sebuah hadis Nabi SAW yang secara jelas menyatakan tiga
bentuk multiakad yang dilarang, yaitu multiakad dalam jual beli
(bai’) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli
dan dua transaksi dalam satu transaksi.”®

2) Multiakad tidak terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya
saling bertolak belakang atau berlawanan, seperti menggabungkan
akad salaf dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang
berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang tergolong

kedalam akad mu’awadhah (komersil), sedangkan salaf adalah

20 Abbas Arfan, Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-
Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori dan Batasan Multiakad Al ‘Imrani, Ulul Albab Vol. 18
No. 2, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), h. 275
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kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih
sayang yang tergolong akad tabarru’ (derma/sosial).

3) Multiakad tidak sebagai perantara untuk menghalalkan sesuatu
yang haram, misalnya hilah ribawi (mensiasati riba).

4) Multiakad bukan gabungan antara jenis akad mu awadhah
(komersil) dan tabarru’ (sosial), contohnya multiakad jual beli dan
gardh atau hibah kepada penjual.?

5) Multiakad tidak mengakibatkan terjerumus ke dalam hal yang
haram. Hal-hal haram yang harus dihindari dalam multiakad adalah
seperti riba dan gharar.?

b. Pandangan Ulama tentang Hybrid Contract

Para ulama membolehkan praktik akad hibrid dengan sejumlah
batas-batas atau ketentuan yang harus diperhatikan. Apabila batasan
tersebut dilanggar maka menyebabkan akad hibrid menjadi dilarang.
Para ulama menyepakati batasan-batasan tersebut dan adapula yang
berselisih dengan batasan —batasan tersebut.?

Persoalan akad hibrid berkembang dari sebuah teori yang
menyatakan bahwa syariah tidak membolehkan adanya dua akad
dalam satu transaksi. Larangan dua akad dalam satu transaksi hanya
terdapat dalam tiga kasus saja sesuai dengan Hadis Rasulullah SAW.

Terdapat tiga kasus akad hibrid yang secara jelas dilarang dalam Hadis

*! 1bid., h. 276
% bid.
28 Muhammad Hatta Satria, Akad Hybrid ., h. 132
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Nabi yaitu akad hibrid dalam jual beli dan pinjaman, dua akad jual beli
dalam satu jual beli, dan dua transaksi dalam satu transaksi.?*

Akad dinyatakan sah apabila objek dan harganya diketahui oleh
dua pihak yang berakad. Manakah salah satu diantaranya tidak jelas
maka hukum dari akad tersebut dilarang. Imam al-Syafi’i memberikan
contoh, apabila seseorang hendak membeli rumah dengan harga
seratus dengan syarat ia meinjamkannya kepada penjual seratus. Maka
sebenarnya harga dalam akad jual beli tersebut adalah gabungan atau
himpunan dari seratus dan manfaat pinjaman yang diterima oleh
penjual tersebut tidak jelas ukurannya. Berarti harga dalam akad jual
beli tidak jelas.

Pendapat Ibnu Qayyim bahwa Nabi melarang akad hibrid
antara salaf (memberi pinjaman) dan jual beli, jika akad tersebut
berdiri sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun salaf
dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari kepada riba yang
diharamkan.?

Para ulama sepakat melarang akad hibrid yang menggabungkan
antara semua akad yang mengandung unsur jual beli dan gardh dalam
satu transaksi. Meskipun penggabungan akad jual beli dan gardh
dilarang, namun menurut Al-Imrani tidak selamanya dilarang.

Penggabungan dua akad ini dibolehkan jika tidak ada syarat di

2 |pid.
% bid., h. 133
26 |pid.
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dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui
qardh.”’

Salah satu akad hibrid yang dilarang selanjutnya yaitu dua akad
jual beli dalam satu akad jual beli. Mayoritas fugaha sepakat bahwa
secara umum ‘“‘dua jual beli dalam satu jual beli” tidak dibenarkan
(dilarang) oleh hukum Islam. Manakala sebuah akad yang
mengandung dua jual beli, salah satu dari jual beli tersebut dinyatakan
sah dan mengikat sebelum dua pihak berpisah namun tidak ditentukan
jual beli manakah yang dinyatakan sah dan mengikat. Illat larangan
bentuk jual beli ini ketidakpastian yang muncul dari ketidak jelasan
nilai harga.”®

Bentuk akad hibrid dilarang yang terakhir yaitu dua transaksi
dalam satu transaksi. Larangan tersebut berdasarkan hadis Nabi yang
menyatakan “Rasulullah melarang dua transaksi (akad) dalam satu
transaksi (akad). Menurut al-Syaukani maksud dari hadis tersebut
seperti penjelasan hadis sebelumnya yakni “dua akad jual beli dalam
satu akad jual beli walaupun redaksinya berbeda.?

Ada beberapa model pengembangan akad yang digunakan
dalam produk perbankan syariah. Model tersebut diterapkan
berdasarkan fatwa yang dikeluarkan olen Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia. Model pengembangan akad yang disahkan

fatwa DSN dalam bentuk kombinasi akad-akad. Kombinasi akad

2 |pid.
28 1hid., h. 134
2 |bid., h. 135
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mengambil dua model, model akad tersebut yakni akad berganda
(mujtami’ah) dan akad berbilang (muta’addidah). Pada model akad
berganda (mujtami’ah, sebagian ahli fikih menyebutnya dengan akad
murakkabah) adalah berhimpunnya beberapa akad dalam satu transaksi
dengan cara dihimpun atau bertukar yang mana seluruh hak dan
kewajiban dari akad tersebut dianggap sebagai akibat hukum satu
transaksi. Akibat hukum tersebut tidak bisa dipisah-pisah berdasarkan
akad-akad yang membangunnya. Termasuk kategori akad berganda
adalah terhimpunnya beberapa akad dalam satu transaksi seperti
diterapkan dalam keuangan syariah modern dan syarat akad terhadap
akad lainnya.*

Sementara kombinasi akad selanjutnya yakni model akad
berbilang (muta’addidah) adalah akad yang berbilang dari sisi syarat,
akad, pelaku, harga, objek, dan lain sebagainya dua atau lebih akad
yang dihimpun dalam satu transaksi namun terpisah antara satu akad
dengan lainnya termasuk dalam kategori akad berbilang.™

Perbedaan antara akad mujtami’ah dengan muta’addidah
terletak pada keberadaan akad-akad dan akibat hukumnya. Pada
mujtami’ah akad-akad yang terhimpun tidak terpisah, sedangkan pada
muta’addidah akad-akad terpisah antara satu dengan lainnya. Akibat

hukum dari mujtami’ah adalah satu sedangkan dari muta’addidah

%0 yosi Aryanti, Multi Akad (Al-Uqud Al Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif

Figh Muamalah, Jurnal Ilmiah Syariah Vol. 15 No. 2, (STIT Ahlussunnah Bukit Tinggi, 2016),

h. 184

% Ibid., h. 186
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adalah sebanyak akad yang membangunnya. Pada mujtami’ah akad-
akad dijalankan sealigus, sedangkan pada muta’addidah akad-akad
dijalankan secara terpisah.*

Selanjutnya mengenai penerapan hybrid contract dalam
perbankan syariah haruslah berdasarkan peraturan yang berlaku.
Peraturan-peraturan tentang perbankan syariah telah disahkan oleh
pemerintah dalam UU No. 21 Tahun 2008. Peraturan perundang-
undangan di bidang perbankan juga berkaitan dengan fatwa DSN MUI.
Pada sejumlah peraturan dalam bentuk PBI, pada mulanya tidak diatur
secara eksplisit bahwa fatwa DSN menjadi pedoman bagi bank syariah
dalam menjalankan kegiatan usahanya. Adanya ketentuan bahwa
disetiap bank syariah harus ada DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang
ditunjuk dan ditetapkan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional), maka
bank syariah harus berpedoman pada fatwa DSN. Hal ini disebabkan,
salah satu tugas DPS adalah mengawasi kegiatan usaha yang dilakukan
oleh lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari prinsip
syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip yang tertuang
dalam fatwa DSN.*

Adanya berbagai ketentuan dalam PBI (Peraturan Bank
Indonesia) yang menyatakan harus ada DPS (Dewan Pengawas

Syariah) pada setiap bank menegaskan secara implisit bahwa ketentuan

% |bid., h. 187

%% Yeni Salma Barlinti, Fatwa MUI tentang Ekonomi Syariah dalam Sistem Hukum
Indonesia Bagian ke Tiga, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI dan Majelis Ulama Indonesia, 2012), h. 268
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fatwa DSN diakui secara yuridis. Bank Indonesia mengeluarkan
peraturan mengenai akad-akad yang digunakan oleh bank syariah
dalam melaksanakan transaksi keuangan syariah. Ketentuan ini
berpedoman pada fatwa DSN, artinya ketentuan yang terdapat pada
fatwa DSN tersebut diadopsi atau diserap ke dalam PBI.%*

Sementara dalam fatwa DSN tidak ditentukan secara khusus
mengenai  peraturan-peraturan  penggunaan  kombinasi  akad
(multiakad). Pada fatwa DSN terdapat produk-produk tertentu yang
menggunakan multiakad berserta aturan akad-akad yang digunakan.
Dalam tipologi multiakad pada fatwa DSN MUI terdapat 24 produk
bank syariah yang termasuk kedalam golongan multiakad. Kemudian
multiakad yang lebih banyak (dominan) terdiri dari dua akad yaitu 22
fatwa, sedangkan yang terdiri dari 3 akad hanya 2 fatwa.® Selanjutnya
dalam penerapan hybrid contract dalam perbankan syariah ketentuan-
ketentuan yang dapat diterapkan ialah berdasarkan fatwa yang secara

khusus membahas suatu produk tertentu.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dimaknai bahwa
multiakad dalam perbankan syariah diperbolehkan untuk memenuhi
kebutuhan penggunaan akad pada produk-produk baru di perbankan.
Hukum hybrid contract atau multiakad ialah diperbolehkan selama
mengandung manfaat dan tidak dilarang agama dan hukumnya sah

dikarenakan unsur akad yang di dalamnya juga sah. Penggunaan

** Ibid., h. 269
% Abbas Arfan, Tipologi Multiakad ., h. 281
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multiakad tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang disebutkan.
Ketentuan tersebut merupakan batasan yang menentukan manakah
multiakad yang diperbolehkan dan manakah batasan yang melarang

multiakad tersebut.

B. Gadai Emas
1. Pengertian Gadai Emas

Definisi gadai emas merujuk kepada pengertian gadai secara
umum, yang membedakan keduanya ialah mengenai barang jaminan.Gadai
secara bahasa yakni, gadai (al-rahn) berarti al-tsubut dan al-habs yaitu
penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa rahn adalah
terkurung atau terjerat.36 Secara syara’ ada beberapa definisi mengenai
gadai. Gadai adalah akad perjanjian pinjaman meminjam dengan
menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.

Gadai juga diartikan suatu barang yang dijadikan peneguhan atau
penguat kepercayaan dalam utang-piutang. Pada definisi lain gadai adalah
menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai
tanggungan utang dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu
seluruh atau sebagian utang dapat diterima.*’

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang
atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan oleh orang yang

berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh

% Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 105
¥ Ibid., h. 106



27

yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya
pada saat jatuh tempo.*®

Sebagaimana diketahui pada pasal 20 ayat 14 Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan, “Rahn/gadai adalah
penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai
jaminan.” Gadai atau rahn adalah jaminan yang diserahkan oleh pihak
pengutang kepada yang memberi utang. Pemberi utang mempunyai kuasa
penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak pengutang
tidak mampu membayar utangnya saat jatuh tempo. Apabila uang hasil
penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah utang, maka sisanya
harus dikembalikan kepada pengutang, namun bila kurang dari jumlah
utang, pihak pengutang harus menambahinya agar utang tersebut terbayar
lunas.®

Secara etimologi rahn berarti tetap dan lama yakni tetap atau
berarti (pengekangan dan keharusan). Menurut terminologi syara’ rahn
berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat
dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.*

Sementara dalam pengertian secara khusus gadai emas adalah
menggadaikan atau menyerahkan hak penguasa secara fisik atas
harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (rahin) kepada bank
(murtahin) untuk dikelola dengan prinsip ar-rahnu yaitu sebagai jaminan

(al-marhun) atas pinjaman/utang (al marhum bih) yang diberikan kepada

%8 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 1
% Imam Mustofa, Figh Mu’amalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 193
*0 Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 159
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nasabah atau peminjam tersebut. ar-ahnu merupakan akad penyerahan
barang dari nasabah kepada bank sebagai jaminan atas hutang yang
dimiliki nasabah.**

Pengertian lain mengenai gadai emas adalah produk bank syariah
berupa fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan hutang (qardh)
kepada nasabah dengan jaminan emas (perhiasan/lantakan) dalam sebuah
akad gadai (rahn). Bank syariah selanjutnya mengambil upah (ujrah/fee)
atas jasa penyimpanan dan penitipan yang dilakukan atas emas tersebut
berdasarkan akad ijarah (jasa).*?

Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan di atas tentang rahn
dapat dipahami bahwa gadai emas atau rahn emas adalah menjadikan
suatu barang berupa emas yang memiliki nilai ekonomis untuk diberikan
kepada seseorang atau badan usaha sebagai jaminan atas utang pemilik
emas dengan jangka waktu tertentu dan apabila dalam waktu jatuh tempo
orang yang berutang tidak memenuhi kewajibannya maka barang tersebut
dapat dijual oleh orang yang memberi utang.

2. Dasar Hukum Gadai Emas

Pada dasarnya gadai emas adalah salah satu kegiatan muamalah

yang diperbolenkan dalam Islam dengan prinsip tolong-menolong.

Perbedaan gadai emas dengan gadai secara umum ialah terletak pada

1 Abdul Ghafur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2007), h. 129

2 Abdulhanaa, Kaedah-kaedah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract), (Pustaka
Nurul 1lmi, 2014), h. 90
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barang jaminan gadai. Adapun dalil-dalil yang menjadi landasan
diperbolehkannya gadai adalah:
a. Al-Qur’an
Ayat Al-Qur’an yang dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaan
gadai terdapat pada surah Al-Bagarah ayat 283 sebagai berikut:*
PR >3,
O,g\g\g.ew uﬁﬁbg\)&r)j;méc Q
PR s )
j);g; an| "“'j S \LQ.«\S\ injﬁba.urésm
e z P PPN 5 -
O5aad G U \j)a:;L; e ;;i,b A “,%_.J» ANRCER
Artinya:  “Dan  jika kamu dalamm  perjalanan  (dan
bermu’amallah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh
seorang penulis maka, hendaklah ada barang yang dipegang (oleh
yang berpiutang).tetapi, jika sebagian dari kamu mempercayai
sebagian yang lain hendaklah yang dipercayai itu menunaikan
amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah,
Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan

kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya
kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

b. Hadits
Hadist yang dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaan gadai

ialah hadis riwayat ‘Aisyah sebagai berikut:**

ww*mwww@ o e i o dasi 32
LS Gy ‘-%-’ Mu-e-gb c@l:u J;-\ é‘ Glals LS-’)-é—’

*3 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2009),
h. 38
** lmam Mustofa, Figh Mu’amalah Kontemporer., h. 194
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Artinya: “Dari Aisyah ra. Sesungguhnya Nabi Saw. pernah
membeli makanan dari seorang Yahudi dengan berutang dengan tempo
tertentu, Beliau menjadikan baju perangnya sebagai jaminnan utang
tersebut.”

. [jma’ Ulama
Para ulama figih mengemukakan bahwwa akad rahn dibolehkan
dalam Islam berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits. Dalam Al-Qur’an
mereka sepakat menyatakan bahwa ar-rahn boleh dilakukan baik dalam
perjalanan ataupun tidak asalkan barang jaminan itu bisa langsung
dikuasai (al-gabdh) secara hukum oleh pemberi utang. Misalnya,
apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah maka yang
dikuasai (al-gabdh) adalah surat jaminan tanah itu. Ar-rahn dibolehkan
karena terdapat kemaslahatan yang terkandung dalam rangka hubungan
antar sesama manusia.”
d. Fatwa Dewan Syariah Nasional
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
(DSNMUI) merupakan salah satu rujukan yang berkenaan dengan
diperbolehkannya gadai syariah di Indonesia, diantaranya sebagai
berikut:
1) Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/111/2002 Tentang Rahn
Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/I11/2002
tentang rahn, hukum yang ditetapkan oleh Dewan Syariah nasional

yatu: Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai

** AH. Azharuddin Latif, Figh Muamalat, (Jakarta: UIN Press, 2005), h. 154-155
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jaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a)

b)

d)

Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan

marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan

barang) dilunasi.

Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada

prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin

kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan

pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan

perawatannya.

Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi

kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin,

sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi

kewajiban rahin.

Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh

ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Penjualan Marhun

(1) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan
Rahin untuk segera melunasi utangnya.

(2) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka
Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai

syariah.
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(3) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang,
biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar
serta biaya penjualan.

(4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan
kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.*®

2) Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn
Emas

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/IN1/2002

Tentang Rahn Emas yang menetapkan bahwa:

a) Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn.

b) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung
oleh penggadai (rahin).

¢) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada
pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

d) Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan
akad ijarah.”’

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dimaknai bahwa gadai
diperbolehkan berdasarkan ayat Al-Qur’an, hadist, ijma’ para ulama
dan ketentuan-ketentuan mengenai gadai syariah telah diatur dalam
Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn
Ketentuan tersebut meliputi diperbolehkannya melakukan pinjaman

dengan mengggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam

“® https://dsnmui.or.id/fatwa/rahn/ diunduh pada 25 Oktober 2018
*" Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, (Jakarta:
Erlangga, 2014), h. 148
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bentuk rahn. Selanjutnya dalam Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-

MUI/111/2002 tentang Rahn Emas merupakan ketentuan mengenai

biaya penyimpanan barang dan akad yang digunakan.

3. Rukun dan Syarat Gadai Emas

Rukun dan syarat gadai merupakan suatu hal yang harus terpenuhi
saat akan berlangsungnya akad gadai, baik gadai secara umum ataupun
gadai dengan barang jaminan berupa emas. Rukun dan syarat gadai emas
tidak terlepas dari rukun dan syarat gadai secara umum yang telah diatur
dalam prinsip syariah.

Rahn/gadai memiliki empat unsur yaitu pemberi jaminan gadai
(rahin), penerima jaminan gadai (murtahin), barang jaminan (marhun) dan
utang (marhun bihi). Sementara rukun rahn adalah dua pihak yang
berakad, akad rahn, barang jaminan (marhun), dan utang (marhun bihi).
Menurut Ulama Hanafiyah rukun rahn adalah ijab dan kabul dari rahin
dan murtahin.”® Akad dalam rahn tidak akan sempurna sebelum adanya
penyerahan barang. Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, rukun rahn
adalah sighat, aqid (pihak yang melakukan akad), marhun dan marhun
bih.*®

Dalam kegiatan mu’amalah setiap akad, unsur dan rukunnya harus
memenuhi syarat. Berkaitan dengan syarat, rahn/gadai memiliki beberapa

syarat sebagai berikut.

*8 Imam Mustofa, Figih Mu’amalah., h. 195
*9 Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah., h. 162
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a. Persyaratan Aqid

Kedua pihak yang melakukan akad harus memenubhi kriteria al-
ahliyah. Menurut ulama Syafi’iyah ahliyah adalah orang yang telah
sah untuk melakukan jual-beli, yakni berakal dan mumayyiz tetapi
tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian seorang anak kecil
yang sudah mumayyiz dan orang yang bodoh berdasarkan izin walinya
dibolehkan melakukan rahn.*

Sedangkan menurut ulama selain Hanafiyah, ahliyah dalam
rahn seperti pengertian jual- beli dan derma. Rahn tidak boleh
dilakukan oleh orang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum
baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang
orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan madarat dan
meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.

b. Syarat Sighat

Menurut ulama Hanafiyah sighat dalam rahn tidak boleh
dikaitkan syarat. Hal ini disebabkan karena antara rahn dan jual-beli
berbeda. Jika jual-beli memakai syarat tertentu maka syarat tersebut
batal sedangkan rahn tetap sah.>

c. Syarat Marhun Bih (Utang)

Menurut ulama Hanabilah dan Syafi’iyah syarat terkait dengan

marhun bih ada tiga yaitu:

1) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan.

% bid., h. 162
% |bid., h. 163
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2) Utang harus dilakukan pada satu akad atau mengikat kedua belah
pihak.
3) Utang harus jelas (jumlah, ukuran, sifat) dan diketahui oleh rahin
dan murtahin.>
d. Syarat Marhun (Barang Jaminan)

Marhun merupakan barang jaminan yang dijadikan jaminan
oleh rahin. Ulama figih sepakat mensyaratkan marhun seperti
persyaratan jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk
memenuhi hak murtahin disaat rahin (orang yang menggadaikan) tidak
mampu membayar utangnya.”®> Ulama Hanafiyah mensyaratkan
marhun antara lain; dapat diperjual-belikan, bermanfaat, jelas, milik
rahin, bisa diserahkan tidak bersatu dengan harta lain, dipegang

(dikuasai) oleh rahin, harta yang tetap atau yang dapat dipindahkan.>*

Sehingga dapat dipahami bahwa syarat rahn adalah semua pihak
yang melakukan akad harus berakal, sudah baligh, tidak dalam paksaan
dan apabila pihak yang hendak melakukan akad adalah seorang anak kecil
ataupun orang bodoh maka harus mendapatkan izin dari walinya, syarat
mengenai utang Yyakni berupa utang yang dapat dimanfaatkan,
menggunakan satu akad untuk mengikat kedua pihak, utang harus jelas

dan diketahui rahin dan murtahin.

>2 Ibid., h. 164
5% Imam Mustofa, Figih Mu’amalah., h. 195
> Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah., h. 164
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4. Hak dan Kewajiban Gadai Emas

Hak dan kewajiban gadai emas merupakan suatu hal yang perlu

dipahami bagi penerima maupun pemberi gadai. Hak dan kewajiban dalam

gadai emas merujuk kepada hak dan kewajiban gadai secara umum.

Selama berlangsungnya gadai, penerima gadai mempunyai

beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak-hak penerima gadai

(murtahin) adalah sebagai berikut:

a.

Hak untuk menjual benda gadai (marhun) apabila rahin tidak dapat
memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan
barang gadai (marhun) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman
(marhun bih) dan sisanya dikembalikan kepada pemberi gadai (rahin).
Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah
dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun.
Selama pinjaman belum dilunasi, penerima gadai berhak menahan
barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (nasabah/rahin).
Adapun kewajiban penerima gadai (murtahin) sebagai berikut:
Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang
gadai apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk
kpentingan sendiri.
Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum

diadakan pelelangan barang gadai.™

> Buchari Alma, Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 34
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Selama berlangsungnya gadai hak-hak pemberi gadai (rahin) sebagai
berikut:

a. Pemberi gadai berhak mendapatkan pengembalian harta benda yang
digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.

b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi kerusakan dan atau
hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh
kelalaian penerima gadai.

c. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai
sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.

d. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila
penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadainya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai tersebut di atas maka muncul
kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah
diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk
biaya-biaya yang ditemukan oleh penerima gadai.

b. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda
gadainya, bila, dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi
gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.>®

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa hak dan
kewajiban dalam gadai dibagi menjadi dua, yakni hak dan kewajiban bagi

penerima gadai dan hak dan kewajiban bagi pemberi gadai. Hak dan

*® Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 41



38

kewajiban tersebutlah yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak
(penerima dan pemberi) yang melakukan gadai.

. Penerapan Hybrid Contract Produk Gadai Emas di Perbankan
Syariah

Produk gadai syariah adalah produk pertama yang ada kaitannya
dengan emas. Emas adalah salah satu instrumen investasi yang cukup
diminati karena kualtiasnya yang tinggi sehingga emas bisa disamakan
dengan uang tunai. Harga emas dapat dikatakan cenderung meningkat
seiring berjalannya waktu.”’

Dalam perkembangannya produk dari gadai syariah mengalami
kesulitan dalam menerapkan produk-produk lembaga keuangan pada
zaman sekarang. Kesulitan tersebut disebabkan karena diperlukannya akad
yang lebih dari satu, tetapi menggabungkan beberapa akad yang sudah ada
sebelumnya yang kemudian di gabungkan menjadi satu sehingga menjadi
akad terpadu. Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu mengakomodir
transaksi keuangan pada saat ini yang sifatnya selalu bergerak mengikuti
arus industri keuangan baik nasional maupun internasional.

Pemerintah sebagai pembuat hukum yang mengatur dan
melindungi produk yang ditawarkan dan dilaksanakan oleh praktisi, dan
pihak akademik juga dituntut untuk memberikan motivasi dan pengawasan
agar produk-produk tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Hukum perjanjian Islam pada saat ini mendapatkan dorongan baru untuk

berkembang karena berkembangnya lembaga keuangan dan bisnis syariah,

*" Muhammad Hatta Satria, Akad Hybrid., h. 128
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khususnya bank syariah yang menjadi dasar utamanya. Beberapa bentuk
akad telah diregulasikan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia.

Salah satu bentuk akad gabungan yang diregulasikan oleh Badan
Pengawas Bank Syariah, yaitu Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
14/7/DPbs tentang produk al-gardh beragunan emas.® Selanjutnya fatwa
Dewan Syariah Nasional MUI juga menentukan kebijakan terkait dengan
produk gadai. Dua fatwa yang telah dikeluarkan diantaranya yakni fatwa
DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/I11/2002 tentang Rahn (Gadai) dan fatwa
Nomor 26/DSN-MUI/111/2002 tentang Rahn Emas.”

Pada produk gadai emas multiakad terdiri dari gardh, rahn, dan
ijarah. Ketiga akad tersebut memiliki fungsi masing masing. Qardh
merupakan akad untuk pengikatan pinjaman keuangan yang disediakan oleh
Bank Syariah. Rahn untuk pengikatan emas sebagai jaminan atas pinjaman
keuangan. ljarah untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan
pemeliharaan emas sebagai jaminan atas pinjaman keuangan.®

Akad gardh dan rahn adalah termasuk dalam kategori akad tabarru’
yang sifatnya tolong-menolong. Sedangkan akad ijarah termasuk dalam
kategori akad mu’awadhah (akad tijarah) yang sifatnya lebih kepada
keuntungan. Dalam draft (klausul) perjanjian gardh beragunan emas, ketiga
akad tersebut ditandatangani secara terpisah antara akad tabarru’ dan akad

muawadhah agar terhindar dari gharar dan jahalah; sehingga produk gardh

%% Ibid., h. 130
% Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa., h. 148
% Ipid., h. 131
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beragunan emas tidak masuk dalam kategori akad hibrid dalam jual beli dan
pinjaman.®

Pada pembahasan lain penghimpunan dua akad tersebut
diperbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan
untuk melipatkan pinjaman melalui gardh. Syarat yang dimaksud adalah
antara akad gardh dan ijarah tidak terjadi hubungan atau ketergantungan,
sehingga besar biaya simpanan dan pemeliharaan pada akad ijarah tidak
terjadi hubungan atau ketergantungan, sehingga besar biaya penyimpanan
dan pemeliharaan pada akad ijarah tidak berdasarkan pada jumlah pinjaman
pada akad gardh. Penetapan biaya tambahan pada akad ijarah murni biaya
simpanan dan pemeliharaan atas jaminan tersebut bukan didasarkan
besarnya pinjaman yang diberikan. Jika biaya simpanan dan pemeliharaan
didasarkan atas jumlah pinjaman yang diberikan dikhawatirkan merupakan
upaya hilah dari riba.®®

Dalam fikih, pemeliharaan dan penyimpanan objek/barang gadai
(marhun) pada dasarnya menjadi kewajibban penggadai atau rahin namun
dapat dilakukan juga oleh penerima (murtahin), sedangkan biaya dan
pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin dengan syarat
besarnya biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah
pinjaman, karena jika biaya akad ijarah berdasarkan jumlah pinjaman maka

termasuk riba sebab menarik manfaat atau keuntungan dari pinjaman.®

*" Ibid., h. 136
®2 1bid.
%% Abbas Arfan, Tipologi Multiakad., h. 287
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Menurut Abdulahanaa gadai emas merupkan contoh multiakad yang
diharamkan oleh sebagian ulama yang dipraktikan oleh bank syariah. Gadai
emas adalah produk bank syariah berupa fasilitas pembiayaan dengan cara
memberikan hutang (gardh) kepada nasabah dengan jaminan emas
(perhiasan/lantakan) dalam sebuah akad gadai (rahn). Bank syariah
selanjutnya mengambil upah (ujrah/fee) atas jasa penyimpanan dan
penitipan yang dilakukan atas emas tersebut berdasarkan akad ijarah (jasa).

Ada tiga alasan mengenai gadai emas haram hukumnya yang
dikemukakan yaitu: Pertama, dalam gadai emas terjadi pengambilan
manfaat atas pemberian hutang. Walaupun disebut ujrah atas jasa penitipan,
namun hakikatnya hanya rekayasa hukum (hilah) untuk menutupi riba, yaitu
pengambilan manfaat dari pemberian hutang, baik berupa tambahan, hadiah,
atau manfaat lainnya. Padahal manfaat-manfaat ini jelas merupakan riba
yang haram hukumnya. Kedua, dalam gadai emas fee/ujrah untuk jasa
penitipan/penyimpanan dibebankan kepada penggadai (rahin) yaitu
nasabah. Padahal seharusnya biaya itu dibebankan kepada penerima gadai
(murtahin) yaitu bank syariah. Ketiga, dalam gadai emas terjadi akad
rangkap, yaitu gabungan akad rahn dan ijarah. Memang sebagian ulama
membolehkan akad rangkap atau multiakad. Namun, perlu disampaikan
bahwa ulama yang membolehkanpun, telah mengharamkan penggabungan
akad tabarru’ yang bersifat non-komersial (gard atau rahn) dengan akad

yang komersial (ijarah).**

% Abdulhanaa, Kaedah-kaedah., h. 90-91
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Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa bergabungnya tiga
akad tersebut dalam satu akad menjadikannya sebagai multiakad.
Penggabungan tiga akad tersebut memiliki kecenderungan dalam praktik
yang dilarang. Satu hal yang harus diperhatikan yaitu beberapa akad yang
tergabung menjadi satu tersebut berdiri sendiri atau terpisah. Akad-akad
yang terhimpun dalam produk gadai emas merupakan multiakad termasuk
kedalam golongan multiakad yang berlawanan. Akad tersebut diantaranya
ialah gardh dan rahn yang merupakan jenis akad tabarru’ sedangkan ijarah
termasuk kedalam akad muawadhah.

Dalam draft kontrak perjanjian, penandatanganan akad gardh, rahn,
ijarah harus dilakukan secara terpisah. Perpisahan penandatanganan akad
ini dengan tujuan agar tidak terjadi hubungan atau ketergantungan antara
satu akad dengan akad yang lain, yakni yang menentukan biaya
penyimpanan tidak didasarkan kepada jumlah pinjaman yang diberikan
(gardh) melainkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk penyimpanan

barang pinjaman (ijarah).



BAB IlI

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field
research atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian
yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu
objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.' Penelitian
lapangan merupakan metode untuk menemukan realita yang terjadi di
Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro, khususnya dalam hal yang
berkaitan dengan hybrid contract dalam pelaksanaan gadai emas
2. Sifat Penelitian
Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka
sifat penelitian ini adalah deskriptif. Karena penelitian ini berupaya
mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha
mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya yang
diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Penelitian deskriptif adalah
suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan
pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu. Dalam penelitian macam
ini landasan teori mulai diperlukan tetapi bukan digunakan sebagai

landasan untuk menentukan kriteria pengukuran terhadap gejala yang

! Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2011), h. 96
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diamati dan akan diukur.? Sedangkan yang dimaksud dengan data
kualitatif adalah data yang merupakan keterangan-keterangan atau uraian-
uraian yang digunakan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan
menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.®

Berdasrakan uraian-uraian tersebut di atas dapat diambil pengertian
bahwa penelitian deskriptif kualitatif dalam skripsi ini adalah
mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis fakta penerapan
Hybrid Contract dalam pelaksanaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri

Kantor Cabang Metro.

B. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian yang penting dalam penelitian.

Dengan data inilah seseorang dapat menganalisis suatu masalah, menarik

kesimpulan dan mencarikan solusi-solusi atas permasalahan yang sedang

diteliti. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi dua yakni data primer

dan data sekunder.*

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari
sumber asli.” Yang merupakan sumber data primer dalam penelitian ini

adalah Branch Manager (Manajer Cabang), Pawning Officer (Kepala

2 -
Ibid, h. 97
% Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,

2006), h. 8

* Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,

2012), h. 11

h. 103

® Mohammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2008),
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Divisi Gadai), dan Pawning Staff (Staf Gadai) di Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Metro.
2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-
bahan bacaan seperti buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, dan lain
sebagainya yang dapat mendukung data primer.® Dalam hal ini data yang
diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku, brosur, internet
serta sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah hybrid contract
dalam pelaksanaan gadai emas seperti buku figih muamalah, jurnal yang
membahas mengenai hybrid contract serta informasi lain dari sumber
kepustakaan yakni dokumen-dokumen sejarah, struktur organisasi divisi
gadai Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro, Surat Bukti Gadai

Emas dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus
ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian. Pada hakikatnya
penelitian adalah mengumpulkan data yang sesungguhnya secara objektif.
Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, beberapa teknik yang peneliti
gunakan antara lain:
1. Wawancara
Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan

® Roni Kountor, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 178
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pula. Ciri utama wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap
muka antara pencari informasi (interviewer) dan sumber informasi
(interviewe).

Wawancara dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:
a. Wawancara bebas (tanpa pedoman pertanyaan)
b. Wawancara terpimpin (menggunakan daftar pertanyaan)
c. Wawancara bebas terpimpin (kombinasi antara wawancara bebas dan

terpimpin).’

Dalam hal ini, wawancara yang peneliti gunakan adalah
wawancara bebas terpimpin, yaitu pedoman wawancara yang semuanya
telah dirumuskan dengan cermat sehingga wawancara menjadi lancar dan
tidak kaku. Adapun sasaran wawancara pada penelitian ini adalah Branch
Manager (Manajer Cabang), Pawning Officer (Kepala Divisi Gadai), dan
Pawning Staff (Staf Gadai). Wawancara digunakan untuk mengumpulkan
data tentang praktik hybrid contract di Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Metro.

2. Dokumentasi

Menurut Suharsimi  Arikunto dokumentasi berasal dari kata
dokumen yang artinya barang-barang tertentu. Di dalam melaksanakan
metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis.®

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan

mempelajari data-data yang ada, yang berkaitan dengan pembahasan

7'S. Nasution, Metode Research Penelitian Ilmiah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 113
® Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek.., h. 158
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skripsi ini melalui buku-buku, brosur, jurnal, internet dan media lainnya
yang berhubungan dengan pokok pembahasan. Dokumentasi yang
digunakan untuk mengumpulkan data di Bank Syariah Mandiri Kantor

Cabang Metro ialah (SBGE) Surat Bukti Gadai Emas.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian yang dilaksanakan bersifat deskriptif, maka data yang telah
terkumpul kemudian di analisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan
teknik deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara terus-menerus
agar data yang diperoleh baik melalui wawancara, dokumen-dokumen dapat
menghasilkan kesimpulan yang konkrit dan valid.®

Peneliti merumuskan kesimpulan akhir dengan menggunakan metode
berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta
yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau
peristiva yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi
(umum). Dari teknik analisis tersebut, penulis mencoba menganalisis
bagaimana praktik hybrid contract dalam pelaksanaan gadai emas. Kemudian
dari pemahaman tersebut diambil kesimpulan umum tentang bagaimana
praktik hybrid contract dalam pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah

Mandiri Kantor Cabang Metro.

° Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, (Malang: UIN-Maliki
Press, 2008), h. 176



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro

1.

Sejarah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro

Pada tahun 1999 terjadi penggabungan (merger) dari Bank
Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo menjadi
satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri. Kebijakan penggabungan
tersebut menetapkan PT. Bank Mandiri sebagai pemilik mayoritas Bank
Susila Bakti. Kegiatan usaha Bank Susila Bakti dari bank konvensional
menjadi bank syariah. Melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior
Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, Bank Indonesia menyetujui
perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri yang secara resmi
beroperasi sejak Senin, 1 November 1999.

Bank Syariah Mandiri hadir di Kota Metro seiring dengan
kesadaran masyarakat Kota Metro tentang perekonomian syariah. Untuk
merespon hal tersebut, Bank Syariah Mandiri berdiri di Metro pada
tanggal 24 Oktober 2005 yang mana saat itu berstatus Kantor Cabang
Pembantu (KCP) yang pada awal berdiri beralamat di JI. Mayjend
Ryacudu No. 8 B Kota Metro. Pada tanggal 11 November 2011 Bank
Syariah Mandiri KCP Metro naik status menjadi Kantor Cabang (KC)

dan berpindah alamat di JI. Jend. Sudirman No. 43 E-F Kota Metro.

! Dokumen, Sejarah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro, diakses pada Jum’at,

22 Maret 2019
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2. Visi-Misi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro
a. Visi
Bank Syariah Mandiri (BSM) : “Tumbuh Sehat Peduli”
b. Misi
1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata
industri yang berkesinambungan.
2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi
yang melampaui harapan nasabah.
3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran
pembiayaan pada segmen ritel.
4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang
sehat.
6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.?

3. Struktur Organisasi Divisi Gadai Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Metro

Gadai merupakan salah satu produk yang terdapat di Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Metro.Divisi gadai adalah bagian yang telah
terintegrasi dengan Bank Syariah Mandiri, untuk lebih jelasnya, dibawah

ini adalah struktur organisasi pada divisi gadai.

’Dokumen, Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro, diakses pada
Jum’at, 22 Maret 2019
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Branch Manager diartikan sebagai kepala cabang bertugas

untuk mengelola dan menetapkan strategi pemasaran produk bank

guna mencapai tingkat volume/sasaran yang telah ditetapkan dalam

hal ini pembiayaan gadai emas, memastikan realisasi

operasional cabang.’

*Dokumen, Deskripsi Pekerjaan, diakses pada Senin, 22 April 2019

target
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Branch Operation and Service Manager

Branch Operation and Service Manager adalah manajer
pengelola cabang. Dalam hal ini Branch Operation and Service
Manager memiliki kewenangan untuk menggantikan branch
manager saat akad berlangsung. Jika Branch Manager tidak berada
di kantor cabang saat akan berlangsung akad.
Pawning Officer

Pawning Officer adalah kepala divisi gadai yang bertugas
memasukkan data nasabah, barang jaminan, taksiran dan uang
pinjaman kedalam account officer; memberi nomor pada Surat
Bukti Gadai Emas Bank Syariah Mandiri sesuai dengan nomor yang
diterbitkan; memasukkan data bukti gadai ke kas debet/ kredit;
menerbitkan hasil cetak transaksi barang jaminan dan saldo kas;
serta melakukan penyegelan terhadap barang jaminan.
Pawning Staff

Pawning Staff adalah staff gadai bertugas melayani nasabah
melalui kegiatan penaksiran barang jaminan, menentukan harga
dasar emas berdasarkan harga yang ditetapkan oleh PT. Antam dan
acuan dunia; melakukan penaksiran barang gadai emas mengacu
pada Pedoman Penaksiran Emas (PPE) yang telah ditetapkan; serta

mengontrol kelengkapan administrasi gadai di Kantor Cabang.
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e. Customer Service
Customer Service adalah bagian yang bertugas melayani
nasabah, dalam hal ini Customer Service membantu Pawning Staff
untuk membuka rekening di bank sebagai syarat melakukan
pembiayaan gadai.

f. Teller

Teller adalah bagian yang melayani nasabah dalam hal
transaksi, dalam hal ini teller bertugas untuk memberikan dana
ketika pencairan pembiayaan gadai.*

4. Produk-produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro
Sebagai lembaga yang menjadi intermediasi antara masyarakat
dalam menjalankan operasional perbankan syariah, produk-produk Bank

Syariah Mandiri adalah sebagai berikut :

a. Pendanaan merupakan suatu cara yang dilakukan olehbank untuk
memperoleh dana.Produk pendanaandi Bank Syariah Mandiri
yaitutabungan, giro dan deposito.

b. Pembiayaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh bank
dalam menyalurkan dana. Produk pembiayaan di Bank Syariah
Mandiri sebagai berikut:

1) Pembiayaan Modal Kerja
2) Gadai Emas dan Cicil Emas

3) Umrah

*Dokumen, Deskripsi Pekerjaan, diakses pada Senin, 22 April 2019
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4) BSM Implan
5) Pembiayaan kepada Pensiunan
6) Pembiayaan Griya BSM
7) Pembiayaan Kendaraan Bermotor
c. Investasi adalah kegiatan bank dalam menarik minat nasabah untuk
berinvestasi di bank dengan menginvestasikan aset berharganya.
Produk Investasi di Bank Syariah MandiriialahReksadana dan Sukuk
Negara Retail.”
B. Praktik Hybrid Contract dalam Pelaksanaan Gadai Emas di Bank
Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro
Gadai Emas Bank Syariah Mandiri merupakan produk pembiayaan
atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh
uang tunai dengan cepat.
1. Praktik Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro
a. Persyaratan Pembiayaan Gadai Emas
Menurut sumber data sekunder yang terdapat di Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Metro persyaratan untuk mengajukan
pembiayaan gadai emas vyaitu nasabah harus menyiapkan kartu
identitas nasabah berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih
berlaku.Membawa buku tabungan Bank Syariah Mandiri (bagi yang
sudah menjadi nasabah).Bagi masyarakat yang hendak melakukan

pembiayaan namun belum menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri,

*Dokumen, Produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro, diakses pada Jum’at,
22 Maret 2019
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maka diwajibkan untuk membuka rekening tabungan di Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Metro terlebih dahulu.Membawa barang
jaminan berupa emas baik emas dalam bentuk lantakan (batangan)
maupun emas dalam bentuk perhiasan.Untuk nasabah yang akan
mengajukan pembiayaan dengan nominal lebih dari 50 juta rupiah
maka wajib menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).°

Berdasarkan pemaparan di atas yang diperoleh dari sumber
data sekunder yaitu draft pembiayaan gadai emas. Pawning Staff
menjelaskan bahwasanya Kartu Tanda Penduduk yang dijadikan
sebagai syarat permohonan pembiayaan adalah berguna untuk
mengecek pada Bl Checking, apakah nasabah atau calon nasabah
tersebut layak diberi pembiayaan sesuai laporan yang terdapat pada Bl
Checking. Hal ini berguna untuk meminimalisir terjadinya risiko
pembiayaan. Sementara untuk syarat pembiayaan dengan
melampirkan NPWP dikhususkan kepada nasabah atau calon nasabah
yang mengajukan pembiayaan lebih dari 50 juta rupiah. NPWP
tersebut untuk melihat besarnya pajak penghasilan yang dimiliki
seseorang.’

b. Prosedur Pembiayaan Gadai Emas

Selanjutnya untuk prosedur pengajuan pembiayaan gadai yaitu

calon nasabah datang langsung ke konter layanan gadai Bank Syariah

Mandiri Kantor Cabang Metro dengan membawa emas yang berupa

® Dokumen, Draft Pembiayaan Gadai Emas, di akses pada Senin, 25 Maret 2019
" RW, Pawning Staff, wawancara pada Kamis, 19 Mei 2019
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perhiasan ataupun lantakan. Selanjutnya Pawning Staffmenerangkan
fitur produk gadai emas Bank Syariah Mandiri dengan menunjukkan
persyaratan pembiayaan yang telah ditentukan. Jika persyaratan yang
dibawa oleh calon nasabah sudah terpenuhi, kemudian nasabah
mengisi formulir permohonan gadai yang telah disediakan.

Apabila nasabah belum memiliki rekening tabungan, maka
Pawning staff membukakan rekening tabungan untuk nasabah gadai
kepada Customer Service. Setelah itu, Pawning Staff melakukan
penaksiran emas bersama nasabah yang akan dicek kembali oleh
PawningOfficer. Selanjutnya Pawning Officer melakukan komite
bersama Branch Manager untuk menentukan diterima atau ditolaknya
pembiayaan tersebut. Setelah dihasilkan keputusan, apabila
pembiayaan tersebut diterima maka pihak nasabah, Branch Manager,
Pawning Officer dan Pawning Staff secara bersama melakukan akad
sebagai bentuk persetujuan atas ketentuan-ketentuan pembiayaan
gadai emas.?

Pawning Officer selanjutnya melakukan input data atau
memasukkan data untuk melakukan pencairan. Untuk pencairan
pembiayaan gadai emas BSM, nasabah melakukan penarikan tunai
melalui Teller. Sementara barang jaminan yang diserahkan oleh
nasabah kepada Bank Syariah Mandiri akan disimpan, dan biaya

penyimpanan dan pemeliharaan akan dihitung berdasarkan akad

8RW, Pawning Staff , wawancara pada Senin, 25 Maret 2019
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ijarah.Untuk jangka waktu pembiayaan gadai emas ialah empat bulan
dan dapat diperpanjang atau dapat digadai ulang (setelah dilakukan
penaksiran dan melunasi biaya gadai) pada akad yang pertama
kemudian melakukan penandatanganan akad baru.®
c. Proses Penentuan Biaya Penyimpanan dan Pemeliharan Emas
Menurut hasil wawancara kepada Pawning Officerdasar
penentuan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan emas
adalah jumlah pinjaman.Penaksiran emas merupakan metode untuk
menentukan karatase emas. Penaksiran emas dilakukan dengan cara
analisa fisik dilakukan dengan cara dilihat dan ditimang, analisa gosok
dilakukan menggunakan batu gosok setelah emas direndam kedalam
air uji/air raksa, dan analisa berat jenis ini ada dua macam yaitu berat
emas dalam keadaan kering dan berat emas dalam keadaan basah.
Karatase emas tersebut ialah menentukan karat emas antara 16
karat sampai dengan 24 karat. Kemudian setelah mengetahui berapa
karatase emas langkah selanjutnya ialah perhitungan untuk
menentukan jumlah pembiayaan.Sementara penentuan berdasarkan
jumlah pinjaman ialah jumlah pinjaman dikalikan dengan presentase
yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri. Presentase
yang ditentukan dilihat dari berapa jumlah pinjaman yang diajukan

oleh pihak nasabah.*®

*RW, Pawning Staff , wawancara pada Senin, 25 Maret 2019
YAH, Pawning Officer, wawancara pada Selasa, 23 April 2019
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Menurut hasil wawancara kepada Pawning Officer penentuan
besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas ditentukan
berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan pihak bank. Namun, bagi
nasabah yang hendak melakukan pembiayaan gadai emas pawning
officer memberitahukan kepada nasabah bahwa penentuan besarnya
biaya ditentukan dengan menyesuaikan besarnya jumlah pinjaman.

Pada proses penentuan tersebut antara pihak bank dan nasabah
tetap dilakukan penaksiran emas sesuai prosedur yang ditetapkan
Bank Syariah Mandiri. Perhitungan berdasarkan penaksiran emas
jalah untuk menentukan besarnya jumlah pinjaman sementara
perhitungan biaya ujrah ialah berdasarkan jumlah pinjaman.**

Penentuan besarnya jumlah pinjaman dengan penaksiran emas

ditentukan berdasarkan rumus sebagai berikut:

_ Karatase Emas

4 Karat x HDE x Berat Emas

Taksiran

Pembiayaan = 84% x Taksiran

Proses penentuan biaya penyimpanan dan pemeliharaan emas
ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman dengan perhitungan rumus
sebagai berikut:
1) Untuk pinjaman Rp. 500.000 - Rp. 49.000.000

Ujrah = 1.55% x Jumlah Pinjaman

AH, Pawning Officer, wawancara pada Jum’at, 29 Maret 2019
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2) Untuk pinjaman Rp. 50.000.000 - Rp. 250.000.000

Ujrah = 1% x Jumlah Pinjaman*?

Berdasarkan rumus dapat dimaknai bahwa ujrah atau biaya
penyimpanan dan pemeliharaan emas ditentukan berdasarkan jumlah
pinjaman. Mengenai penentuan jumlah pinjaman ialah ditentukan
berdasarkan jumlah taksiran dikalikan persentase yang telah
ditentukan.Praktik Hybrid Contract pada Produk Gadai Emas.

2. Praktik Hybrid Contract pada Produk Gadai Emas

Menurut hasil wawancara kepada Branch Manager di Bank
Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro akad-akad pembiayaan pada Bank
Syariah Mandiri baik Kantor Area maupun Kantor Cabang (KC) dan
Kantor Cabang Pembantu (KCP) dalam kontrak perjanjian akad ditentukan
berdasarkan kebijakan PT. Bank Syariah Mandiri yang berkedudukan di
Jakarta Pusat beralamat di JI. MH. Thamrin.*?

Proses akad dilakukan dikantor Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Metro dengan menandatangani Surat Bukti Gadai Emas (SBGE).
Pada Surat Bukti Gadai Emas terdapat penjelasan mengenai akad-akad
yang digunakan untuk pembiayaan gadai emas. Akad-akad yang tergabung
tersebut ialah rahn, gardh dan ijarah.

Akad rahn merupakan akad yang mengikat bahwa nasabah
menggadaikan barang kepemilikannya berupa emas kepada Bank Syariah

Mandiri. Akad gardh merupakan implementasi bahwa Bank Syariah

2AH, Pawning Officer, wawancara pada Senin, 15 April 2019
3PP, Branch Manager, wawancara pada Senin, 25 Maret 2019
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Mandiri telah memberikan dana kepada nasabah yang disebut sebagai
kewajiban atau hutang. Sementara akad ijarah merupakan akad yang
digunakan untuk menentukan biaya penyimpanan dan pemeliharaan
barang gadai berupa emas berdasarkan jumlah pinjaman yang diajukan
oleh nasabah.**

Pada saat akad pihak bank menginformasikan kepada pihak
nasabah terkait harga emas yang sedang berlaku dipasaran. Nominal
pembiayaan gadai emas yang diberikan berdasarkan berat emas dan jenis
karat emas yang dijaminkan oleh nasabah. Pihak bank (Pawning Staff)
menginformasikan kepada nasabah bahwa biaya sewa penyimpanan dan
pemeliharaan emas yang disepakati tergantung pada minat nasabah baik di
awal periode atau di akhir periode. Apabila terjadi penurunan harga dasar
emas biaya administrasi gadai dan selisih nilai pembiayaan/pokok
pinjaman maka akan dilakukan kuasa pendebetan rekening nasabah oleh
Bank Syariah Mandiri.Yang menjadi patokan Harga Dasar Emas(HDE)
ialah berdasarkan ketetapan dari PT. Antam.™

Menurut hasil wawancara kepada Pawning Officer dalam proses
penandatanganan akad pada Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) antara akad
gardh, rahn dan ijarah tidak dilakukan secara terpisah antara akad yang
satu dengan akad yang lain. Dalam hal ini, Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Metro tidak memiliki kuasa untuk mengubah Surat Bukti Gadai

Emas (SBGE) yang telah di tentukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri yang

“pp, Branch Manager, wawancara pada Senin, 25 Maret 2019
'>PP, Branch Manager, wawancara pada Senin, 25 Maret 2019
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berkedudukan di Kantor Pusat. Selanjutnya akad yang dimaksud ialah
untuk mengikat para pihak yang melakukan akad.*

Proses akad tersebut bersifat mengikat khususnya kepada pihak
nasabah untuk memenuhi kewajibannya.Dalam hal ini nasabah harus
tunduk pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri
apabila permohonan gadai yang diajukan oleh nasabah dapat terealisasi
sampai tahap pencairan dana.'’

Menurut hasil wawancara kepada Pawning Staff proses akad yang
dilakukan oleh pihak nasabah dengan pihak bank yaitu Branch Manager,
Pawning Officer dan Pawning Staffdidokumentasikan dalam bentuk foto.
Dokumentasi berupa foto tersebut merupakan bukti bahwa telah
melakukan penandatanganan akad. Selanjutnya proses pencairan
pembiayaan gadai emas memerlukan waktu 15-20 menit. Proses tersebut
dapat dilakukan setelah proses input data pada sistem selesai dilakukan
oleh Pawning Officer maka, pencairan pembiayaan dapat diberikan dalam

bentuk uang tunai melalui teller dan didampingi oleh Pawning Staff."®

C. Analisis Praktik Hybrid Contract dalam Pelaksanaan Gadai Emas di
Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro
Perbankan syariah merupakan lembaga yang bergerak dibidang
keuangan. Dalam kegiatannya bank syariah bertindak sebagai penghimpun
dan penyaluran dana kepada masyarakat. Dalam hal ini, salah satu bentuk

penyaluran dana kepada masyarakat adalah dengan menyediakan fasilitas

' AH, Pawning Officer, wawancara pada Kamis, 16 Mei 2019
" AH, Pawning Officer, wawancara pada Kamis, 16 Mei 2019
RW, Pawning Staff, wawancara pada Kamis, 16 Mei 2019
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gadai emas. Melalui gadai emas masyarakat dapat dengan mudah
mendapatkan uang tunai dengan menggunakan jaminan berupa emas baik
emas berupa lantakan/batangan maupun perhiasan. Gadai emas merupakan
produk pembiayaan yang dijalankan oleh bank syariah seperti Bank Syariah
Kantor Cabang Metro.

Setelah peneliti menguraikan beberapa data, baik yang peneliti dapat
dari perpustakaan maupun data dari lapangan yang berkaitan dengan praktik
hybrid contract dalam pelaksanaan gadai emas. Selanjutnya peneliti akan
menguraikan tentang pelaksanaangadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Metro.

Keterlibatan seseorang dalam menjalankan kegiatan mu’amalah tidak
terkecuali menggunakan akad. Setiap kegiatan bermua’amalah yang
menghasilkan suatu akad (perjanjian kedua belah pihak) tidak terlepas dari
adanya rukun, syarat, dan hukum mengenai boleh tidaknya suatu kegiatan
tersebut dilaksanakan. Peneliti menganalisis pelaksanaan pembiayaan gadai
emas yang menggunakan hybrid contract tersebut antara lain:

1. Praktik Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro
a. Analisis Persyaratan Pembiayaan Gadai Emas
Persyaratan merupakan sesuatu yang harus dilengkapi calon
nasabah yang hendak melakukan pembiayaan gadai emas yang
ditetapkan oleh bank. Persyaratan juga menjadi tolak ukur pihak bank
dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Dalam hal ini syarat

yang ditetapkan oleh pihak bank telah sesuai berdasarkan prinsip
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syariah. Prinsip syariah yang dimaksud ialah terpenuhi rukun dan syarat
gadai emas.

Rukun gadai emas terdapat empat unsur yaitu pemberi jaminan
gadai (rahin), penerima jaminan gadai (murtahin), barang jaminan
(marhun) dan utang (marhun bih).*® Sementara pada persyaratan yang
harus terpenuhi yakni dengan menyiapkan Kartu Tanda Penduduk
(KTP) dapat dipahami bahwa nasabah sudah baligh dan berakal. Hal
tersebut sudah sesuai dengan syarat gadai emas pada prinsip syariah.
Analisis Prosedur Pembiayaan Gadai Emas

Prosedur merupakan serangkaian tatacara yang dilaksanakan
dalam melakukan pembiayaan gadai emas. Dalam hal ini calon nasabah
bersama Branch Manager, Pawning Officer, dan Pawning Staff terlibat
dalam proses pembiayaan dari awal hingga sampai tahap pencairan.

Menurut pengamatan yang peneliti lakukan  prosedur
pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri telah dilaksanakan
secara baik. Baik dalam penaksiran emas maupun perhitungan
dilakukan bersama-sama antara nasabah dan pihak Bank sehingga,
dalam prosedur pembiayaan ini dapat dipastikan tidak ada unsur
kecurangan.

Proses akad dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang
Metro. Nasabah bersama pihak bank melakukan penandatanganan akad

pada Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) atas kesadaran kedua pihak.

¥ Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia,2001), h.159
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Permohonan pembiayaan dari nasabah yang diterima oleh Bank maka
dalam prosedur pembiayaan tersebut tidak ada unsur paksaan dari pihak
bank terhadap nasabah.Jika suatu saat terjadi perselisihan dapat
diselesaikan secara musyawarah antara pihak bank dan nasabah.

Pada saat pencairan, nasabah melakukan penarikan uang tunai
melalui teller.Masa pembiayaan gadai ialah empat bulan dan dapat
diperpanjang atau digadai ulang sesuai kesepakatan. Nasabah wajib
melunasi biaya ujrah (penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai)
dan biaya administrasi.

Analisis Proses Penentuan Biaya Penyimpanan dan Pemeliharan Emas

Dasar penentuan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan
emas yakni berdasarkan jumlah pinjaman. Sementara penaksiran emas
digunakan untuk menentukan karatase emas kemudian nilai dari
taksiran tersebut digunakan untuk menentukan jumlah pinjaman.
Menurut pengamatan yang peneliti lakukan terdapat permasalahan
mengenai praktik gadai dalam menentukan biaya penyimpanan dan
pemeliharaan barang gadai berupa emas. Penentuan besarnya biaya
penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai berdasarkan akad ijarah
dengan ketentuan bahwa besarnya biaya tidak ditentukan berdasarkan
jumlah pinjaman melainkan berdasarkan penaksiran emas.

Namun pada fakta yang terjadi di Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Metro besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang

jaminan berupa emas tersebut ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
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Penaksiran yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri digunakan
untuk melihat jenis karat emas yang di jaminkan oleh nasabah tidak
dilanjutkan dengan perhitungan besarnya biaya ujrah untuk pembiayaan
gadai emas melainkan untuk menentukan jumlah pembiayaan.
Kemudian nasabah melakukan kesepakatan bersama pihak bank untuk
melakukan perhitungan biaya berdasarkan jumlah pinjaman.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor
25/DSN-MUI/111/2002 tentang rahn yang menyebutan bahwa besar
biaya pemeliharaandan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan
berdasarkan jumlah pinjaman.?® Yang dimaksud dalam penentuan biaya
pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan
berdasarkan jumlah pinjaman ialah berdasarkan alasan mengenai gadai
emas akan menjadi haram hukumnya apabila dalam gadai emas terjadi
pengambilan manfaat atas pemberian hutang. Walaupun disebut ujrah
atas jasa penitipan, namun hal tersebut dikhawatirkan hanya rekayasa
hukum (hilah) untuk menutupi riba, yaitu pengambilan manfaat dari
pemberian hutang. Padahal manfaat-manfaat ini jelas merupakan riba
yang haram hukumnya.**

Contoh kasus: Nyonya Helda menggadaikan 20 gram emas
dengan karatase emas 24 karat pada tanggal 25 Januari 2019 dan harga
emas per gram yang ditentukan Bank Syariah Mandiri ialah Rp. 610.000

dengan masa pembiayaan 4 bulan, maka akhir masa pembiayaan adalah

Phttps://dsnmui.or.id/fatwa/rahn/diunduh pada Jum’at, 22 Maret 2019
2! Abdulhanaa, Kaedah-kaedahKeabsahan Multi Akad (Hybrid Contract), (Pustaka Nurul
1imi, 2014), h.90-91
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tanggal 25 Mei 2019, maka biaya ujrah yang harus di bayarkan oleh

Nyonya Helda berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

_ Karatase Emas

Taksiran = x Harga Dasar Emas x Berat Emas
24 Karat

= %x Rp. 610.000 x 20 gram

= Rp. 12.200.000
Jadi nilai taksiran yang didapatan dari hasil perhitungan di atas
ialah Rp. 12.200.000.
Pembiayaan = 84% x Taksiran
= 84% x Rp. 12.200.000
= Rp. 10.248.000

Jadi jumlah pembiayaan yang diperoleh dalam masa pembiayaan
4 bulan sebesar Rp. 10.248.000.

Selanjutnya perhitungan biaya penyimpanan dan pemeliharaan
barang gadai berupa emas (ujrah) yang harus dibayarkan oleh nasabah
berdasarkan jumlah pinjaman sebesar Rp. 10.248.000, maka
perhitungan ujrah sebagai berikut:

Ujrah = 1.55% x Jumlah Pinjaman
= 1.55% x Rp. 10.248.000
= Rp. 158.844
Jadi biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai (ujrah)

yang dibayarkan oleh nasabah sebesar Rp. 158.844.%

22Dokumentasi, Perhitungan Biaya Ujrah Pembiayaan Gadai Emas, diakses pada Senin,
22 April 2019
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Berdasarkan pemaparan tersebut diatas dapat dimaknai bahwa
biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai emas (ujrah)di Bank
Syariah  Mandiri  ditentukan  berdasarkan  jumlah  pinjaman
danmerupakan kesepakatan antara nasabah dan pihak bank. Semakin
besar jumlah pinjaman atau pembiayaan dari nilai taksiran maka
semakin besar biaya ujrah. Hal tersebut tidak sesuai dengan Fatwa DSN
MUI Nomor 25/DSN-MUI/I11/2002 tentang rahn.

Ketidak sesuaian tersebut didasarkan pada fatwa tersebut pada
nomor (4) yang menyebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan
penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah
pinjaman. Sementara, pada fakta yang terjadi di Bank Syariah Mandiri
besarnyabiaya pemeliharaan dan penyimpananmarhun ditentukan
berdasarkan jumlah pinjaman.

2. Analisis Praktik Hybrid Contract pada Produk Gadai Emas

Pada proses akad yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah di
Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro telah sesuai dengan prosedur
dalam melakukan pembiayaan gadai emas. Namun, terdapat permasalahan
mengenai penandatanganan akad pada Surat Bukti Gadai Emas (SBGE).
Permasalahan yang timbul dari transaksi tersebut ialah terdapat hybrid
contract (multiakad) pada Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) dikarenakan
gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro menggunakan
tiga akad dalam satu transaksi. Ketiga akad tersebut ialah akad gardh, akad

rahn dan akadijarah.
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Dalam data yang telah peneliti kemukakan pada bagian kajian teori
produk pembiayaan yang beragunan emas diperbolehkan asalkan sesuai
dengan ketentuan dan prinsip syariah. Akan tetapi terdapat satu hal yang
perlu digaris bawahi bahwa; beberapa akad yang tergabung menjadi satu
tersebut berdiri sendiri-sendiri atau terpisah.

Akad gardh dan rahn merupakan jenis akad tabarru’ yang bersifat
tolong menolong. Sedangkan akad ijarah merupakan jenis akad
mu’awadhah yang bersifat memperoleh keuntungan.Akad-akad yang
tergabung dalam satu kewajiban tersebut harus dipisahkan mengingat
bahwasanya hybrid contract/multiakad tersebut adalah gabungan dari akad
mu’awadhah (komersil) dan akad tabarru’ (sosial) merupakan akad yang
berlawanan.Dalam draft kontrak perjanjian, penandatanganan akad
gardh,rahn dan ijarah dilakukan secara terpisah.?

Penggunaan akad pada pembiayaan gadai emas merupakan kegiatan
mu’amalah yang di perbolehkan. Namun, apabila penandatanganan antara
akad gardh, rahn dan ijarahjika tidak dipisahkan maka transaksi tersebut
termasuk hal yang tidak diperbolehkan atau dilarang.

Adanya batasan Multiakad/hybrid contract yang menyebabkan status
hybrid contract/multiakad manakah yang diperbolehkan atau yang dilarang
diantaranya yaitu multiakad secara jelas dilarang oleh nash agama,
multiakad tidak terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak

belakang atau berlawanan, multiakad tidak sebagai perantara untuk

2Muhammad Hatta Satria,”Akad Hybridpada Produk Beragunan Emas, Jurnal Hukum
dan Syariah Vol.7, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya,2016), h.138
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menghalalkan sesuatu yang haram, multiakad bukan gabungan antara jenis
akad mu’awadhah dan tabarru’, serta multi akad tidak mengakibatkan
terjerumus ke dalam hal yang haram.?*

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa
praktik hybrid contract dalam pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Metro termasuk ke dalam gabungan akad-akad yang
berlawanan yaitu jenis akad mu’awadhah dan tabarru’. Gabungan jenis
akad tersebut secara prinsip syariah termasuk kedalam batasan yang
dilarang. Dan penandatanganan akad antara akad yang satu dengan lainnya
tidak dilakukan secara terpisah juga merupakan praktik yang tidak

dibenarkan.

% Abbas Arfan, Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-
Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori Dan Batasan Multiakad Al ‘Imrani, Ulul Albab Vol. 18
No. 2, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim,2017), H.275



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya,
maka dalam penelitian ini peneliti menguraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada pembiayaan gadai emas Bank Syariah Mandiri mengambil upah
(ujrah/fee) atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai berupa
emas berdasarkan akad ijarah. Namun demikian, pada praktiknya biaya
ujrah tersebut ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Hal tersebut tidak
sesuai dengan Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/I11/2002 tentang Rahn. Praktik
tersebut dinilai sebagai praktik yang dilarang karena melanggar ketentuan
yang terdapat pada fatwa.

2. Pembiayaan Gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro
menggunakan akad yang lebih dari satu (hybrid contract), yaitu gabungan
akad gardh, rahn dan akad ijarah. Akad-akad tersebut merupakan
multiakad mutanagidhah (akad yang berlawanan) yaitu gabungan akad
tabarru’ (sosial) dengan akad mu’awadhah (komersil) yang dilarang oleh
syariat Islam.  Multiakad berlawanan yang tergabung menjadi satu
kewajiban tersebut harus berdiri sendiri atau terpisah dalam
penandatanganan antara akad yang satu dengan akad lainnya. Namun,
pada praktik hybrid contract dalam pelaksanaan gadai emas di Bank

Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro, penandatanganan akad pada Surat
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Bukti Gadai Emas (SBGE) tidak dilakukan secara terpisah dinilai sebagai

praktik hybrid contract yang dilarang.

B. Saran
Setelah melakukan penelitian lapangan dan menganalisis pada bab
pembahasan, maka saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak Bank Syariah Mandiri yang menangani masalah gadai
perlu meninjau kembali bahwa penentuan biaya penyimpanan dan
pemeliharaan barang jaminan berupa emas ditentukan berdasarkan
penaksiran emas bukan berdasarkan jumlah pinjaman agar sesuai dengan
prinsip syariah dan juga Fatwa DSN-MUI.

2. Sebaiknya Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro perlu
menginformaskan kepada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat bahwa
Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) perlu dilakukan perubahan agar
penandatanganan antara akad yang satu dengan akad lainnya dilakukan
secara terpisah sehingga praktik hybrid contract yang dilakukan Bank
Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro maupun kantor cabang yang lain

tidak termasuk kedalam praktik yang dilarang.
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ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

HYBRID CONTRACT DALAM PELAKSANAAN GADAI EMAS

(Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro)

A. Wawancara

1. Dengan Branch Manager Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro
a) Bagaimana proses akad pada produk gadai emas yang dilaksanakan
antara pihak bank dan nasabah?.
b) Siapa yang menentukan kebijakan pada pola kontrak perjanjian

atau proses akad produk gadai emas?.

‘2. Dengan Pawning Officer Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro
a) Apakah yang menjadi d”asar penentu biaya penyimpanan dan
pemeliharaan emas?.
b) Bagaimana proses penentuan biaya penyimpanan dan pemeliharaan
emas?
3. Dengan Pawning Staff Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro

a) Apasaja syarat yang harus dipenuhi calon nasabah pada produk

gadai emas?.

b) Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan produk gadai emas?.



B. Dokumentasi
1. Data tentang sejarah, visi-misi, struktur organisasi, produk-produk
Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro.
2. Dokumen tentang pola perjanjian akad pada SBGE (Surat Bukti Gadai

Emas) di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro.

Metro, Januari 2019

S

Sedha Aftia Nengrum
NPM.1502100214

Mengetahui
Dose imbirg I Dosen Pembimbing II
] ‘ ‘ Lf
\ i
Wahyu Sktiawan, M.Ag - ZumﬁToh ML.E.S

NIP.T 800&62005011008 NIP.197904222006042002
N



N KEMENTERIAN AGAMA RI
& ¢% INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (TAIN) METRO
S 4 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Nyt JL. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Mct‘l’O Timur Kota Metro Lampung 3411)
IR Telp: (0725) 41507, Faksimili: (0725)47296,
M

E T R 0 Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: M@%m

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO

Nama : SEDHA AFTIA NENGRUM
NPM : 1502100214

Jurusan : 81 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam ot -

No Hari/ Pembimbing Hal yang Dibicarakan
Tanggal 1 2

Tanda .
gag | .o
%u\-l'f\, J ‘ ,_/((0 O,V+th : (\/}\J{_ 3
s |

0-9.9019
'Vﬁar HVL""', bﬂiéﬁ\lp Cou.'hﬂ
@‘{’V' perurdte— é;ur’m, Laﬂ"f, i L.ﬂ

(4

'\)m:t\U- (g«.;L:,w— W
/’,CVJ-A»\ Ll‘L'- L\;{ér\& C‘m}mc/’
)9’ (.dww wo , )

fevafor 44
oo Lite 1
‘({Al;z/. M‘-’(ﬁ(g Con(faw(’

‘9’: ?“-‘5%(1,“ m‘t‘al} 0?(—\
Rl A prodoll 7@(»« ef-as

Dosen Pembimbing Mahasiswa Ybs
Wahyu Setiawan, M.Ag SEDHA AFTIA NENGRUM

NIP. 198005162005011008 _ NPM. 1502100214



| DOQJUMIMIIT) v == —a-

|/

8
N

Aok v

IRIN

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
J1. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp: (0725) 41507, Faksimili: (0725)47296,
ME T RO Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: jainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO

Nama : SEDHA AFTIA NENGRUM

NPM : 1502100214

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

No Hari/ Pembimbing Hal yang Dibicarakan Tanda.

Tanggal 1 2 Tangan o
W, L ,“c(/ % ﬂ == /U_(/ . L £
12.3.2009 h

- Cugvn APP beidasar fee
(-LC\ %VO’; dﬁ
{0(&03 ?em??a(/«c— e F
%] ped.b
pavsis. y _AcC AP
a1.5.204 , ﬂ,_jum — i )
(z Wwi g
Dosen Pembimbing Mahasiswa Ybs
Wahyu Setiawan, M.A QQHJE_MEMM

NIP. 198005162005011008

NPM. 1502100214

Ry



SR, YULD UDI

s KEMENTERIAN AGAMA RI
u @’5 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
& FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
WESSRSEEP ] Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
i Telp: (0725) 41507, Faksimili: (0725)47296,
METRO Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

MAHASISWA IAIN METRO
Nama : SEDHA AFTIA NENGRUM
NPM : 1502100214
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
No Hari/ Pembimbing Hal yang Dibicarakan Tanda
Tanggal 1 3 ‘ Tangan
by, |, ~Veslrps dee Aol gwalt
& Mei 34 (oppt bt ferlebih Pﬂdﬂ_
wh quropmie  prowlor
emas -
Pt olobrentsr walin ﬂiﬁ
; (CV\""‘.S" j,ige[}lf‘l AO‘M/"\LV“L ’
: v i Y ke +4 i
| | waaneat” |
medr{L. {/u{ém'J contract dav
ool vawmcars A e
it de et offe, L
@ A~ dotn M-
Dosen Pembimbing Mahasiswa Ybs
Wahyu Setiawan, M.Ag SEDHA AFTIA NENGRUM

NIP. 198005162005011008 NPM. 1502100214




s KEMENTERIAN AGAMA RI
F u &5  INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Wm J1. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp: (0725) 41507, Faksimili: (0725)47296,

IAIN

M E T R 0 Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail:

iainmetro@metrouniv.ac. id
——M

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO

Nama : SEDHA AFTIA NENGRUM
NPM : 1502100214
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
No Hari/ Pembimbing Hal yang Dibicarakan Tanda
Tanggal 1 2 Tangan
caf I H L
@V' tloogs -4ce sWfs v s
17.€.2009 ﬁ,‘,w vmga,%(p‘al‘a . /
| i
Dosen Pembimbing @A{W/
Wahyu Setiawan, M.A SEDHA AFTIA NENGRUM

NIP. 198005162005011008

NPM. 1502100214



KEMENTERIAN AGAMA RI

m INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JI. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

| | Telp: (0725) 41507, Faksimili: (0725)47296,
M E T R 0 Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: jainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

MAHASISWA JAIN METRO
Nama : SEDHA AFTIA NENGRUM
NPM : 1502100214
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakuitas : Ekonomi dan Bisnis Islam
No Hari/ Pembimbing Hal yang Dibicarakan Tanda
- | Tanggal 1 2 Tangan
I | Kamis, V|-t ®h 1) fambd)

34 12019 ('60 " A (,‘,.[
o Cau?mcwp profutc /}f
s

v | AL outbin , lugut '
konsullangs e embuky #
b bt

U |- Umgagion Faph anad

SCSuonltan masupan

Seminar. ™ lean
Vb PokBE (obiid y"
Contvzet & oM,

Serhr Prpbk igamd
e

b L AW Y4

Dosen Pembimbing Mahasiswa Ybs

\

Zumaroh, M.E.Sy SEDHA AFTIA NENGRUM
NIP. 197904222006042002 NPM. 1502100214




KEMENTERIAN AGAMA RI

m INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
~" J1. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

In Telp: (0725) 41507, Faksimili: (0725)47296,
T R 0 Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

MAHASISWA TIAIN METRO

Nama : SEDHA AFTIA NENGRUM
NPM : 1502100214 ,
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam /
No Hari/ Pembimbing | Hal yang Dibicarakan ' Tanda -

3 Tanggal 1 2 Tangan

b I W& iaga pomeliheme
Maw\c‘ A PD
Wasabal B Sebutian

9alau~ BN
- Aban W bn(b
m wasaba
Sebell oo
e WMk
Prathle Hyond
Cowhroct H PEM
forlg s Fa0mln
Soigrban Proehile
5 ot Mekvo o

\cgaw«kw 8S
L = h WMCARR,
Cueup WWsnal Sae

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs
Zumaroh, M.E.Sy SEDHA AFTIA NENGRUM

NIP. 197904222006042002 NPM. 1502100214




KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (TAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
J1. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

IF“ Telp: (0725) 41507, Faksimili: (0725)47296,
METRO Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: jainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

MAHASISWA IAIN METRO
Nama : SEDHA AFTIA NENGRUM
NPM : 1502100214
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
No Hari/ Pembimbing Hal yang Dibicarakan Tanda
Tanggal 1 2 Tangan
Kawis v |- Tawhal feori pencropan
=l of"‘@ Hybrid contract pada
| Verhankan Syariah

- Teori Gjadai digeder hana

1 denaan Wahasa sendliri

— Perbaiki degivisi Suwber
Data Urimer

- Sumber data priwer
ang  akan A Wawanca
‘-t bt shlal
Wdonesio,

V' [ACC Bap 1.1, 00

[awj'uﬂmn konsul asi 4)’?

ke~ pembim bing 1 1

kan
I Oeskeripsi wakeri gawa | 1

Dosen Pembimbing Mahasiswa Ybs

it

Zumaroh, M.E.Sy SEDHA AFTIA NENGRUM

NIP. 197904222006042002 NPM. 1502100214




FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

' KEMENTERIAN AGAMA RI
m INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

JI. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
IRI Telp: (0725) 41507, Faksimili: (0725)47296,
ME T R O Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: jainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

MAHASISWA IAIN METRO

Nama : SEDHA AFTIA NENGRUM

NPM : 1502100214

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

No Hari/ Pembimbing Hal yang Dibicarakan Tanda
: Tanggal 1 2 Tangan
- en , ,
(16 v | AL APD, langulkan "

Marel Kongul tas kepemlﬂmbmj

1

Dosen Pembimbing

i
Zumar

£Lumaroh, M.E.Sy

NIP. 197904222006042002

Mahasiswa Ybs

S

SEDHA AFTIA NENGRUM

NPM. 1502100214

1 XJ¥19 di10s o



KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
J1. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411 1

"'l Telp: (0725) 41507, Faksimili: (0725)47296,
ETRO Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: 1ammetro@metroumv ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

MAHASISWA IAIN METRO
Nama : SEDHA AFTIA NENGRUM i
NPM : 1502100214
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
No Hari/ Pembimbing | Hal yang Dibicarakan Tanda
' @ Tanggal 1 2 . Tangan
. 23 Ni{om‘ U e Whariakan \)er\L J(emPa’,
e g penelitian

-Mengeritalean frogil, eap)
1 Warus disehubicon mewnjq B
A )‘ooh'lo : /)'ﬁ
-?oohno\e, Whaal WaW A Cara
Mvuja imgial $ﬂ)0\ |
~Judul ?ada Sub Bab
m@V\%\Amlﬁan QYO?i 1

Dosen Pembimbing Mahasiswg Ybs

Q
Zumaroh, M.E.Sy 'SEDHA AFTIA NENGRUM
- NIP. 197904222006042002 : NPM. 1502100214

5" . A ‘ :




T T v — ———— — — - PR - ™

) j_i!)'"l diAVHS S¥0103 AN
e e 2L AL

KEMENTERIAN AGAMA RI

' ‘ E INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM ,
- J1. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

I Telp: (0725) 41507, Faksimili: (0725)47296,
T R 0 Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

MAHASISWA IAIN METRO
Nama : SEDHA AFTIA NENGRUM ]
NPM : 1502100214
Jurusan : 81 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
No Hari/ Pembimbing Hal yang Dibicarakan ‘Tanda
~ . | Tanggal 1 2 Tangan
= Jumat | | 'Scjo\ra\/x \Le‘omnﬂalcan:
(2/209 | . \/ - Tootuote pada Propil.
AU B orpot pencbtian Vet
' : ' \(,Q’(gra\n%an \LMPOW\ Al
Muses ‘
- Shulckur Organisass
wlewp pada” ugian. |
Gadai  dan Ve gob |
Deson'ph'oy\ ?enge\ola" /4
fada  emas '
= Stsualan Yrfas margin
-t pedoman wnhi<
) ?o\mbaq Stulduc
~ (oo i review| diingal
ada Verapa permasilah
an fada \BM
Dosen Pémbimbing : Mahasiswa Ybs
i N
Zumaroh, MESy ' 'SEDHA AFTIA NENGRUM

NIP. 197904222006042002 . NPM. 150210021’4



e ___.] I A CAZUANE 1) —

KEMENTERIAN AGAMA RI

' m INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
. J1. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp: (0725) 41507, Faksimili: (0725)47296,
METR O Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

MAHASISWA IAIN METRO
Nama : SEDHA AFTIA NENGRUM i
NPM : 1502100214
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
No Hari/ Pembimbing Hal yang Dibicarakan Tanda
. | Tanggal 1 2 . Tangan
2 Jwdak | |, | Sudal e awabalh
/29 | \/ Qerwasa\olian  pada
A‘Vn\, - femuan VChC\A\‘\Gn \Mda
# Bay W7 ‘
- Sudah ’fc‘rsampm\mn |
Velume  pblem Solvin ~
daci pe(masalahan - ,%’
pada point onalisic 7 |
~ Paskilcan ‘3aw0'b0m atas
perFavyoan pente littan
~ Veeada A ialaman
 dan yaragrag berapa.
Dosen _Pémbimbing Mahasiswa Ybs
\\\\&/ | %4%
Zuriaroh, M.ESy 'SEDHA AFTIA NENGRUM

. NIP. 197904222006042002 : NPM. 1502100214



KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

J1. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp: (0725) 41507, Faksimili: (0725)47296,

R 0 Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

MAHASISWA IAIN METRO
Nama : SEDHA AFTIA NENGRUM
NPM : 1502100214
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
No Hari/ Pembimbing Hal yang Dibicarakan Tanda
. Tanggal 1 2 Tangan
- | Kabu, v | Avalics magile leurang
?/2019 .
Mei tendalaw , eksploracy
(ﬂgi Vaguimana. funkunan 9;
Tabwa DSV - Mui
ferkait fols penclition
. -
| c WA Y
2 Jum'at V(e (M/kon,?uﬂ ’)f
10/2019 £
Mei (ﬂm@w t\Cawv
e {ULWWWQ Jii
7 W‘m?“ &Qwi:ar
Guieuny St

Dosen Pembimbing

Zumaroh
NIP. 197904222006042002

K

\

V
.E.S

Mahéil;;;bs

SEDHA AFTIA NENGRUM

NPM. 1502100214




FOTO DOKUMENTASI

Wawancara dengan Powning Officer dan Powning Staff
Bank Syariah Mandiri KC Metro



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Sedha Aftia Nengrum, lahir pada
tanggal 25 September 1997 di Sedayu, Kecamatan Semaka,
Kabupaten Tanggamus. Penulis adalah anak pertama dari

dua bersaudara dari pasangan Ibu Jarina dan Bapak Suhadi.

Penulis telah menempuh pendidikan formalnya di
TK PKK 1 Mg?ro Utara pada tahun 2003, lalu melanjutkan pendidikan di SD
Negeri 6 Metro Utara lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan di
SMP Negeri 8 Metro lulus pada tahun 2012, selanjutnya melanjutkan pendidikan
di SMA Negeri 3 Metro lulus pada tahun 2015. Setelah itu, penulis melanjutkan
pendidikan pada Program Studi S1 Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan
Ekonomi Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo
Metro di awal Semester 1 tahun ajaran 2015/2016. Kemudian pada tahun 2017,
STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi S1 Perbankan Syariah Jurusan
Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan S1 Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan akan menyelesaikan pendidikan Sarjana

pada tahun 2019.



